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Pemerintah ini d

sakit akibat dan pas!
rumah sakit tersebut,

Kesehatan di Hunial 5o 1y hare i 1oy an yang terbaik | pasien pesertd
8PJS dalam mendapatkan pelayanan tanpa 2danya disknmindsi dengan pasien yang membayar secara pribadi can
apabila Rumah Sakit dan tenaga mecis melakukan diskniminasi, maka dapat dilapcrkan kepada Dinas Kesehatan
gan pihak terkait untuk menindak Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran tersebut. Kendala Dalam
Perfindungan Konsumen Terhadap Hak- Hak Pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Eka hospital a0k
hambatan yar o v2nu Jdihia Rumgh Sakit e $ B leyanan kesundian k
quse1a BPIS 4 2r3nva -2 A5 TANA SESUR yaAng
perhaky Sepert runogan rawat inap, ruangan PICY, ruangan ICU, glat kesehatan gan pelayanan penyniang tannva
y3ng_2da di Rumah Sakit Swasta tersebut; £)_Masih belum terpenuhinya/tersedianya obat dan bahan medis habis
pakai yang dibutuhkan; c) Masih banyaknya Tenaga Medis yang belum tersertifikasi dan mempunyai keahkan
khusus (dokter spesialis) dalam melakukan penanganan terhadap pasien BP)S. Kata kunci: Perlindungan
Konsumen, Pasien, BP)S Kesehatan ABSTRACT The National Social Security System through the Soctal Security
Program Agency (BPJS) covers all treatment costs imposad on patients using BPJS cards, provided that the patient
has paid monthly installment premiums accerding to the class designation. The government's goal 1s considered
positive and beneficial for many people, with the term "healthy people helping sick people”, but it's really very
unfortunate, patients who use BP)S cards tend to ignore their rights as patients. This 1s proven by the number of
reports from patients involving a hospital as a result of patients feeling dissatisfied or even harmed by the heaith
services provided by the hospital, and this is an indication that public legal awareness is increasing. Based on the
above background, the problem that will be answered in this thesis research s about How Consumer Protection
Against the Rights of BPJS Health Patients at Eka Hospital Pekanbaru and What Are the Constraints in Consumer
Protection Against BPJS Health Patient Rights at Eka Hosprtal P u Hospital F .
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ABSTRAK

Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Program Jaminan Sosial
(BPJS) mengcover seluruh biaya perawatan yang dikenakan kepada pasien
pengguna kartu BPJS, dengan catatan Pasien tersebut sudah membayar premi
angsuran tiap bulannya‘sesuai dengan kelas peruntukkannya. Tujuan Pemerintah
ini dinilai positif.dan bermanfaat.bagi banyak-orang, dengan istilah “orang sehat
membantu orang yang sakit”, namun sungguh sangat disayangkan sekali, pasien
pengguna kartu BPJS ini cendrung terbaikan hak-haknya selaku pasien. Hal
tersebut terbukti banyaknya laporan dari pihak pasien yang melibatkan suatu
rumah sakit akibat dari pasien, merasa tidak: puas atau malah dirugikan dengan
pelayanan kesehatan yang" diberikan. oleh rumahissakit tersebut, dan hal ini
merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam
penelitian Tesis Ini tentang Bagaimanakah Perlindungan Konsumen Terhadap
Hak-Hak Pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru serta
Apakah Kendala Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Hak-Hak Pasien BPJS
Kesehatan di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru Pekanbaru?

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum_Sosiologis yang dilakukan
dengan cara survey, vaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan
menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan Kuesioner. Sedangkan
jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti
penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan
sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Perlindungan Konsumen Terhadap Hak-Hak Pasien*BPJS Kesehatan di
Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaruharus.memberikan pelayanan yang terbaik
bagi pasien peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan tanpa adanya
diskriminasi dengan pasien yang membayar secara pribadi dan apabila Rumah
Sakit dan tenaga medis melakukan diskriminasi, maka dapat dilaporkan kepada
Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk menindak Rumah Sakit yang melakukan
pelanggaran tersebut. Kendala Dalam Perlindungan.Konsumen Terhadap Hak-
Hak Pasien BPJS Kesehatan di ‘Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru bahwa
hambatan yang yang dihadapi Rumah Sakit. Swasta dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada pasien peserta BPJS diantaranya : a) Masih belum terpenuhinya
sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku seperti ruangan rawat
inap, ruangan PICU, ruangan ICU, alat kesehatan dan pelayanan penunjang
lainnya yang ada di Rumah Sakit Swasta tersebut; b) Masih belum
terpenuhinya/tersedianya obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan; c)
Masih banyaknya Tenaga Medis yang belum tersertifikasi dan mempunyai
keahlian khusus (dokter spesialis) dalam melakukan penanganan terhadap pasien
BPJS.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pasien, BPJS Kesehatan.



ABSTRACT

The National Social Security System through the Social Security Program
Agency (BPJS) covers all treatment costs imposed on patients using BPJS cards,
provided that the patient has paid monthly installment premiums according to the
class designation. The.goevernment's goal is consideredspositive and beneficial for
many people, with the term “healthy people.helping sick people”, but it's really
very unfortunate, patients who use BPJS cards tend to ignore their rights as
patients. This_is proven by the number of reports from patients involving a
hospital as a result of patients feeling dissatisfied or even harmed by the health
services provided by the hospital; and 'thissis .an indication that public legal
awareness IS increasing.

Based on the above background, the problem that will be answered in this
thesis research iIs about How Consumer Protection Against the Rights of BPJS
Health Patients at Eka Hospital Pekanbaru and What Are the Constraints in
Consumer Protection Against BPJS Health Patient Rights at Eka Hospital
Pekanbaru Hospital Pekanbaru.

This type of research is Sociological Law research conducted by means of
a survey, namely research directly to the research location using data collection
tools in the form of interviews and questionnaires. Meanwhile, if viewed from its
nature, this weriting is descriptive analytical, which means that the research is
intended to provide a detailed; clear and.systematic description of the main
research problems.

Consumer Protection Against BPJS Health Patient Rights at Eka Hospital
Pekanbaru Hospital must previde the best service for BPJS participant patients in
getting services without discrimination| with, patients who pay personally and if
the Hospital and medical personnel discriminate, it can be reported to The
Department of Health and related parties to take action against hospitals that
commit such violations. Constraints in Consumer Protection Against the Rights of
BPJS Health Patients at Eka Hospital Pekanbaru that the obstacles faced by
private hospitals in" praviding health services to.BPJS participant patients
include: , beds, medical equipment and other supporting services due to limited
funds. There is still unfulfilled/availability ef medicines and medical consumables
needed. The length of the approval process for operations/actions from the BPJS
and Not all treatment or treatment actions are covered by BPJS.

Keywords: Consumer Protection, Patients, BPJS Health.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ewajiban negara
memenuhi b rutar ‘situasi bal , ng mempunyai

kesemp ] sa kn akan isi keadilan®.

memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat
menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kesehatan adalah hak
mendasar bagi setiap manusia (hak asasi manusia). Hak atas pemeliharaan

kesehatan merupak salah satu dari hak dasar social masyarakat.?

! Titon Slamet Kurnia, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia,PT
Alumni, Bandung, 2007,hal.2

2 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, Lembaga Penerbitan Universitas
Airlangga, Surabaya, 2014, hal. .22.

1
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Negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat hanya karena
kepercayaan bahwa negara akan merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya.3

Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi

am pasal 28

ahun 1945

besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Maka dari itu pada tanggal 1 Januari 2014, pemerintah merubah PT.
Askes menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang di tindak
lanjuti menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

® Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
2010, hal. 4

2
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan

program jaminan sosial. BPJS sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu

kesehats

kuratif,

pakai s

sebagai tempat untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pasien
peserta BPJS kesehatan.
Rumah Sakit yang merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
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jalan dan gawat darurat disediakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal
peningkatan kualitas hidup.*

Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Program Jaminan

sungguh Sa S ini cendrung

terabaika ami oleh orang

ESEN A

tua penu emasangan ring

jantung

EE E

Hal tersebut sangat disayangkan terjadi, karena disatu sisi orang tua
penulis rutin membayar iuran BPJS sementara hak-haknya terabaikan begitu
saja. Maka dengan berat hati penulis segera membawa orang tua penulis ke

Rumah Sakit Santa Maria untuk pemasangan ring jantung dengan biaya

“ Bahder Johan, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005,
hal.5.

4
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pribadi, dan alhamdullilah orang tua penulis dapat melaksanakan aktivitas
sebagaimana sedia kala setelah melaksanakan pemasangan ring jantung.

Dari kasus yang penulis alami tersebut, ternyata masih banyak lagi

pula suara-suara ya ! :‘ mema eranannya di bidang

kesehat a p 3 at (pasien) tidak mau lagi

pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap
Peserta dan/atau anggota keluarganya.” Namun pada kenyataannya sangatlah
bertolak belakang. Padahal menurut Pasal 20 Undang-undang Nomor 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa :

® Soejami, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Bandung, Citra Aditya, 2002, hal. 9
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1. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran
atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

2. Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan.

bahwa
penerapannya : - kekurang nimbulkan suatu
masalah ata bai Kesehatan maupun
pihak rumah. sakit. Selé ikarenaka : ementasinya banyak
terjadi ko
apa saja Ve apa i 3 5 Kesehatan dalam

menerima pelaya 1 mar embahas mengenai hak

adanya perlindungan hukum di suatu rumah sakit adalah terpenuhinya
hak-hak pasien yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi.
Hak atas informasi ini  terproses secara revolusi, sejalan  dengan
perkembangan dari hak asasi manusia. Inti dari hak atas informasi ini
adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi dari dokter, tentang hal-

hal yang berhubungan dengan kesehatannya, dalam hal terjadi hubungan

6



dokter ~dan pasien, adalah tindakan yang baik bila dokter
menginformasikan kepada pasien tentang kesehatannya. Berdasarkan hasil
penelitian  kepada para pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan
pengobatan dan® rawat inap.di.rumah sakit-bahwa cukup.banyak Pasien BPJS
Kesehatan yang mengaku tidak mendapatkan haknya saat melakukan
pengobatan maupun rawat inap' di-rumah:ssakit. Padahal pasien tersebut sudah
melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak
BPJS Kesehatan maupun pihak rumah sakit sehingga beberapa diantara
pasien tersebut merasa dirugikan dalam proses pelayanan kesehatan.
Jika dianalisis kembali, terlambatnya penanganan ataupun kurang
mendapatkan informasi seputar kondisi pasien sering dialami oleh Pasien
BPJS Kesehatan sehingga tak jarang Pasien BPJS Kesehatan mengalami
komplain atau keluhan dari pasien peserta BPJS.

Disatu sisi keberadaan BPJS tidak menjamin pelayanan Rumah Sakit
terhadap pasien, seperti halnya pelayanan yang dilakukan olen Rumah Sakit
Eka Hospital Pekanbaru dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban
pasien Peserta BPJS sebagail pembiayaannya. Sebenarnya jika diteliti secara
keseluruhan banyak persoalan lain yang menyangkut perlindungan terhadap
pasien BPJS, sehingga perlindungan hukum pasien sebagai pasien jasa dalam
pelayanan kesehatan, mengandung permasalahan yang sangat kompleks dan
menarik untuk diteliti dan mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam
mengenai perlindungan hukum bagi dan inilah yang akan diangkat oleh penulis

sebagai pokok pembahasan dan penulisan Tesis yang berjudul “Perlindungan
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Hukum Terhadap Hak-Hak Pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Eka
Hospital Pekanbaru.”

B. Masalah Pokok

dari penelitian

ak Pasien BPJS

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam

penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum serta dapat memberikan
sumbangan pemikiran guna membangun argumentasi ilmiah terhadap

pasien sebagai pesertta BPJS di bidang pelayanan kesehatan
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2. Untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemikiran

bagi masyarakat luas, pelaku medis dan pasien yang bergerak di bidang

kesehatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien rumah

mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak

dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. ’

® https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/ diakses pada tanggal
3 Oktober 2020

" Theo Huijbers, Filsafat Huk um dalam lintasan sejarah, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 2005,
hal. 196.
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Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam
bukunya nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukuny
a a theory of justice.

a. Teori Keadilan Aristoteles.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan
dalam karyanya nichomachean 'athics, polities, dan rethoric. Lebih khususnya,
dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan,
yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari
filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya

dengan keadilan®”

. Yang sangat penting dari pandanganya ialah pendapat
bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun
Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan
kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia
sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan
yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama
di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi
haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan
perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi
jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam

hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Kedailan

distributif dan korektif sama- sama rentan terhadap problema kesamaan atau

& Carl Joachim Friedrich Friedrich, Filsafat Huk um Perspek tif Historis, Bandung: Nuansa dan
Nusamedia, 2014, hal. 24
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kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah
keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata

diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah
terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.
Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan

sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.*

® Mahfud MD, Kontribusi Pemikiran Untuk 50 tahun (Retropeksi terhadap Masalah Hukum dan
Kenegaraan), FH Ul Press,Yogyakarta, 2001, hal. 64
' Ibid, hal. 65
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Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya

dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus

dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis

prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk
mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity
menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk
mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang

harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-

12



prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana
dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam
masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan
kehilangan harga dirf, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama
akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras
dari apa yang dianggap normat oleh‘masyarakat.™

Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum,
tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta
dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut
Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa
sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal
ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin
maximum minimorum bagi.golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi
masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling
tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua,
ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang.

Maksudnya supaya kepada semua.orang diberikan peluang yang sama
besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang
berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial,
harus ditolak. Lebih lanjut, John Rawls menegaskan bahwa maka program
penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua

prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas

" Yulia Neta, Hukum llmu Negara, Lembaga Penelitian UNILA Lampung, 2011, hal. 48
13



kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap
orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang
terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik
(reciprocal benefits) bagisetiap orang,—baik mereka. yang berasal dari
kelompok beruntung maupun - tidak beruntung'®. Dengan demikian, prisip
berbedaan menuntut diaturnya | strukttr dasar masyarakat sedemikian rupa
sehingga kesenjangan . prospek mendapat hal-hal. utama  kesejahteraan,
pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling
kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua
hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan
yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial,
ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus
memposisikan diri._sebagal pemandu untuk mengembangkan kebijakan-
kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.
c. Teori Hans Kelsen

Kelsen melihat bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat subjektif.
Dia berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan istilah keadilan adalah
sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah kondisi social dimana setiap orang
mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Keadilan adalah
sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan

umum. Menurut kelsen, hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan keadilan.

2 John Rawls, A Theory of Justice, London: Ox ford University press, 1973, yang sudah
diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 78
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Kesalahan besar yang dilakukan oleh pemikir-pemikir hukum alam adalah
memaksakan keadilan termasuk dalam cita-cita hukum. Padahal ketika
keadilan adalah sebuah kondisi dimana setiap orang dapat merasakan
kebahagiaan secara umum;,-hal_ini tentu.saja akan menjadikan keadilan tidak
lebih dari sebuah isu sosial saja dihadapan hukum. Karakter hukum yang hanya
berbicara tentang benar ataucsalah, difiukum_ atau tidak dihukum, melanggar
atau tidak melanggar inilah yang membuat kebahagiaan sosial secara umum
akan mustahil diwujudkan melalui hukum®. Kelsen melihat hukum adalah
teknik sosial untuk membuat sebuah regulasi kehidupan bersama dalam sebuah
sistem masyarakat. Jadi masalah hukum menurut kelsen bukan pada persoalan
apakah hukum itu berujung pada penerapan keadilan atau tidak.

Masalah hukum adalah murni masalah tentang sebuah teknik sosial.
Validitas dan efektifitas hukum dalam pandangan kelsen adalah dua hal utama
ketika Kkita berbicara tentnag hukum sebagai sebuah norma. Validitas yang
dimaksudkan " adalah apakah sebuah peraturan mengandung sebuah norma
hukum atau tidak. Norma hukum yang dimaksudkan disini adalah sebuah
norma yang mengatur tentang.tingkah laku setiap orang untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu. Sedangkan efektivitas hukum adalah ketika setiap
orang bertindak sesuai dengan norma hukum yang diterapkan.**

2. Teori Tanggungjawab
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab

adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh

3 Abu Daud Busroh, llmu Negara, Bumi Angkasa Jakarta, 2011, hal. 52
4 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005, hal. 41
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dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung
jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang
telah diwajibkan kepadanya'®. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu
akibat atas kensekuensi “kebebasan seorang tentang. perbuatannya yang
berkaitan dengan etika atau moral. dalam melakukan suatu perbuatan'®.
Selanjutnya menurut Titik <Friwulan |pertanggungjawaban harus mempunyai
dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk
menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum
orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sedangkan Sugeng Istanto,
berpendapat bahwa, pertanggungjawaban berarti. kewajiban memberikan
jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan
kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin
ditimbulkannya.

Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul
dalam hal negara itu merugikan negara lain. Pertanggungjawaban Negara
dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum
internasional saja. Perbuatan suatu negara yang merugikan segara lain tetapi
tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban.
Misalnya perbuatan negara menolak seorang warga negara asing yang masuk
ke dalam wilayah negaranya'’. Berdasarkan hukum perdata dasar

pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko.

15 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 45

'8 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta,
2010, hal. 68

" F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, Yogyakarta: Penerbitan UAJ Yogyakarta, 2004, hal.
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Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan
(lilability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan

yang dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab

penggug ] wajibka : ergugat langsung

bertang

penggugat  atau

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep
kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang

sudah bercampur baur (interminglend).

*® Ibid, hal. 49
19 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 503.
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c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat
bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan
mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab

sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui

2 M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal.

2! Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung
Jawab, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008, hal. 27
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bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya
peserta BPJS menghargai martabat individu tersebut dan peserta BPJS
mengenali hakikat kebebasan. Friedrich August von Hayek mengatakan
bahwa “Semua bentuk dari.apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif
mengacu pada tanggungjawab individu”. Istilah tanggungjawab bersama
umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu
sendiri. Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap
pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak ~ yang disebut
penanggungjawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan
mereka. Risiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pemilihannya
atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung si pembayar pajak.
Karena itulah para penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada
keputusan- keputusan yang sedapat mungkin ditentukan di kalangan rakyat
yang notabene harus menanggung akibat dari keputusan tersebut.

b. Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat
bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan
perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak
tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme
menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan
manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka.
Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa

setiap individu harus mengambilalih tanggungjawab.Ini merupakan
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kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam
ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti

tanggungjawab. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut

, tapi faktanya

a alami sampai

tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi
dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang
tinggi. Untuk mengimbangi “tanggung jawab sosial” tersebut pemerintah
membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal untuk Pekerjaan

sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau

22 Friedrich August Von, Tanggung Jawab Individu, Pradya Paramitha, Jakarta, 2001, hal. 61
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sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan

keanggotaan paksaan. Karena itu institusi-institusi tersebut tidak

mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat sukarela. Orang yang

berbentuk perkawinan atau tidak. Tanggungjawab terhadap orang lain
seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga.
Bentuknya bisa beranekaragam. Yang penting adalah prinsip sukarela pada
kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri
tidak boleh digantikan dengan perwalian.

e. Tanggung Jawab dan Risiko
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Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko
itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang

sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta

subyek

yang be

yang ter

hak asas

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

% Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara
Serta Kendala Implementasinya, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 21

2 Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang 115 Setiono,
Rule Of Law (supremasi hukum), Magister [Imu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, 2004, hal. 3

22



ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia.?

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu
dan bersumber.dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep
tentang pengakuan dan. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
diarahkan kepada = pembatasan-pembatasan  dan . peletakan kewajiban
masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tertang hak
asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada
kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas
negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak
dapat diganggu gugat. Karena konsep Ini, maka sering kali dilontarkan kritik
bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi ymanusia adalah konsep yang
individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak
ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat
indivudualistik dari konsep Barat. Merumuskan. prinsip-prinsip perlindungan
hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan
falsafah negara.

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada
konsep-konsep Rechtstaat dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakan
konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila,

prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan

Sijtus Berita hukumonline.com, Kepersetaan Wajib BPJS Bukan Domain Swasta, Diakses pada
tanggal 03 Oktober 2021
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perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada
Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hukum preventif.
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

% philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 2007,
hal. 73
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Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-

kualitasnya; 2) Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu
pelayanan; dan 3) hukum yang mengatur perumahsakitan secara umum

kedokteran dan/atau medik khsusnya.?®

27 Jazim Hamidi, Teori dan Politik Hukum Tata Negara (Green Mind Community), Cetakan I,
Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 64
%8 Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Op.Cit, hal. 5.
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E. Konsep Operasional

Konsep berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti sebagai

suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai
dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk
menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode

yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

2 Tim Penyusun, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2010, hal. 294
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1. Jenis dan Sifat Penelitian
Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian

Hukum Sosiologis yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian

pekanbaru.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Rumah sakit swasta yang ada di Kota
Pekanbaru yaitu Eka Hospital Pekanbaru, Kantor Cabang BPJS Pekanbaru
dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Adapun alasan pemilihan judul

dikarenakan Rumah Sakit sekarang banyak yang telah memberikan

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10
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pelayanan pembayaran melalui BPJS tentunya bisa dibayangkan

bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan dengan harga yang gratis,

karena ditanggung oleh BPJS. Disamping itu juga banyaknya jumlah

d. Pasien RS. Eka Hospital sebanyak 10 orang
5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

*1 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118
%2 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Yokyakarta, 2008, hal. 22
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a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui

wawancara dan kuesioner dan yang berhubungan langsung dengan

pokok masalah yang dibahas.

akan teknik

jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari
wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Sedangkan data dari
kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian diolah dan disajikan
dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para
ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar

yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan
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dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari

hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang.daminan Kesehatan Nasiona

Itu sudz cepas da be L ng datang tak
terduga. Sa W . ‘? ana. Sakit bisa
datang Kketika kita masi u e ehingga mampu
menjang eng otapi sakit j stika kita sudah
tua dengan | asi a atau me dak berpenghasilan

karena sa am | erti i 103 sa mendapatkan

diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan karena peserta
membayar premi dengan besaran tetap. Dengan demikian pembiayaan
kesehatan ditanggung bersama secara gotong royong oleh keseluruhan peserta,
sehingga tidak memberatkan secara orang per orang Tetapi asuransi kesehatan

saja tidak cukup. Diperlukan Asuransi Kesehatan Sosial atau Jaminan

* Tim Penyusun Bahan Sosialisasi dan Advokasi JKN. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan
Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal. 13
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Kesehatan Sosial (JKN).Karena Pertama, premi asuransi komersial relatif

tinggi sehingga tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Kedua,

manfaat yang ditawarkan umumnya terbatas. Sebaliknya, asuransi kesehatan

rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, serat sejahtera. JKN
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
diselenggarakan dengan menggunakan sistem asuransi kesehatan sosial.
Jaminan ini disebut JKN karena semua penduduk Indonesia wajib menjadi

peserta jaminan kesehatan yang dikelola olen BPJS ini termasuk orang asing

% Ibid, hal. 14
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yang telah bekerja paling sedikit enam bulan di Indonesia dan telah membayar
iuran.®

JKN mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2014 serta

gan demikian,

an bagi seluruh

kehatihatian, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas merupakan prinsip
manajemen yang mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana peserta.

c. Prinsip Prortabilitas

% Kementrian Kesehatan RI, Buku Saku FAK BPJS Kesehatan, Sekretariat Jendral, hal.16
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Prinsip ini dimaksud untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan

kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal

dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

) terkumpul dari

am dan sebesar-

ﬁ"' ancasila terutama sila ke-5

e

juga mengakui hak asasi wa atan. Hak ini juga termaktub dalam
UUD 45 Pasal 28H dan pasal 34 mengenai kesejahteraan hidup setiap orang
dan pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat terutama fakir
miskin dan anak terlantar dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian

diganti dengan UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam UU 36/2009

ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh
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akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.*

Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam
program jaminan kesehatan sosial. Untuk-mewujudkan komitmen global dan
konstitusi ini, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan
kesehatan masyarakat melalui’ Jaminan » Kesehatan Nasional (JKN) bagi
kesehatan perorangan. Pemerintah menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan
sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan
PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil,
penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan
tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui’ skema Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda).Namun._demikian, skema-skema itersebut masih terfragmentasi,
terbagi- bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali.
Untuk mengatasi. hal itu, pada 2004, dikeluarkan Undang-Undang No.40
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

UU 40/2004 inimengamanatkan-bahwa jaminan sosial wajib bagi
seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Undang-Undang No. 24 Tahun
2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh
BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Secara

operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan

% Ibid, hal. 5
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Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No0.101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan luran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan

osial ialah

negara asing ; i it bulan. Pada
penjelas: , ang-Und o) bahwa prinsip
kepesertaan alar ntuan ini ada ang mengharuskan

seluruh ‘peserta jaminan sosia dilaksanakan secara

berhak atas pelayanan kesehatan perorangan mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahas medis

habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.®®

% bid, hal. 6
% |bid, hal. 22.
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5. Program Jaminan Kesehatan Nasional

Pada masa sekarang ini, kehidupan manusia selalu diliputi akan rasa
kekhawatiran akan segala aspek kehidupan, tak terkecuali kesehatan.
Tutuntutan hidup yang banyak, persaingan-yang semakin ketat menyebabkan
banyak aspek kehidupan terutama kesehatan yang tidak dapat dipenuhi dengan
baik. Oleh karena itu seiring pesatnya fesiko yang dihadapi, pemerintah perlu
membentengi diri dari kemungkinan meningkatnya klaim akan hak-hak sosial.
Masalah sistem jaminan sosial khususnya dibidang kesehatan bagi seluruh
rakyat Indonesia sudah selaknya ditata secara komprehensif dalam perspektif
hukum HAM dalam satu undang-undang serta diwijudkan dalam kelembagaan
yang transparan dan profesional. Solusinya adalah program asuransi kesehatan
bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang- Sistem Jaminan_Sosial Nasional (Udang-Undang
SJSN).

Sesual dengan Undang-undang SJSN, program ini dilakukan dengan
sistem asuransi sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran demi
melindungi dirinya dan/atau keluarganya.dari resiko ekonomi dan kesehatan
dimasa yang akan datang. Dalam SJSN terdapat Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang merupakan perwujutan komitmen pemerintah dalam menjamin
tersedinya pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh
masyarakat Indonesia. Sebelum JKN, pemerintah telah berusaha merintis
beberapa bentuk jaminan sosial dibidang kesehatan. Antara lain Asuransi

Kesehatan (ASKES) bagi pegawai negeri sipil (PNS), penerima pensiunan dan
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veteran, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek bagi pegawai
BUMN dan swasta, serta Jaminan Kesehatan bagi TNI dan Polri. Untuk

masyarakat miskin dan peserta BPJS, sejak tahun 2005 Kementrian Kesehatan

pada prinsip-

membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat
membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat
wajib untuk seluruh penduduk,tanpa pandang bulu.Dengan demikian,
melalui prinsip gotong-royong jaminan sosial dapat menumbuhkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¥ Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jakarta, 2014, hal. 17
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b. Prinsip nirlaba
Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented).

dan jelas bagi

jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah
pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia

g. Prinsip Kepersetaan bersifat Wajib
Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta

sehingga dapat terlindungi.Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi
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seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan

ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan

program.Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal,

h.
i.
7.
imbalan dalam bentuk lain.
c. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga Kkerja, atau
“*Ibid, hal. 18
! Ibid, hal. 19
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penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan

membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.*?

Peserta dalam JKN terbagi menjadi 2 yaitu Penerima Bantuan luran

Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:
1) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri

2) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.

“2 pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
“3 pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
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3) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga

negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam)

bulan

sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang
mendapat hak pensiun.
Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi: *

1) Istri atau suami yang sah dari Peserta

“ pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
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2) Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta,
dengan kriteria:

a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai

0. berusia 25
pendidikan

dapat juga

di luar negeri dia gan  Ketentu: aturan  perundang-undangan

tersendiri, .Sy 3 n Svarat pendaftaran ake ‘ emudian dalam

3) Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan
keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.
8. luran JKN
luran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara
teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan

kesehatan. luran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga tambahan dari
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peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang memiliki

jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dibayar

oleh peserta dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Kesehatan.*® Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud di atas

ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan

> pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
“ pasal16 C Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
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Presiden. Jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan
sesuai dengan gaji atau upah peserta, maka: */

a. BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran jaminan
kesehatan-sesual dengan.gaji atau upah-peserta.

b. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran
sebagaimana dimaksud; BRJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis
kepada pemberi kerja dan/atau peserta selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya iuran.

c. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

B. Tinjauann Tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS)
1. Pengertian dan Dasar Hukum BPJS

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan-Sosial) adalah badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.** BPJS merupakan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh pemerintah
untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk
Indonesia termasuk orang asing yang berkerja paling singkat 6 (enam) bulan di
Indonesia. BPJS bertanggung jawab kepada presiden. Organ BPJS terdiri dari
Dewan Pengawas dan Direksi. Anggota direksi BPJS diangkat dan
diberhentikan oleh presiden. Presiden menetapka Direktur Utama BPJS. BPJS

diawasi oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal

*" Pasal 16 D Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

*® pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
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dilaksanakan oleh organ BPJS, yaitu Dewan Pengawas dan sebuah unit kerja di

bawah Direksi yang bernama Satuan Pengawas Internal. Pengawas eksternal

dilaksanakan oleh badan- badan diluar BPJS, yaitu Dewan Jaminan Sosial

aay “

ar ““

or 24 Tahun

at (2), BPJS

bersumber dari dana jaminan sosial dan atau sumber lainnya.

2) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program

jaminan sosial dan DSJN setiap 6 bulan.

“ Susatyo Herlambang, Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Gosyen Publishing,
Yogyakarta, 2016, hal. 61

%0 pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2001 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

*! Susatyo Herlambang, Op.Cit, hal. 62
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Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk:
1) Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta

2) Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk

., elektronik

dan hasil

prosedur  untuk

9) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktikum aktuaria
yang lazim dan berlaku umum
10) Melakukan pembukuan sesua dengan standar akuntansi yang berlaku

dalam penyelenggaraan jaminan sosial
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11) Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan,

secara berkala 6 bulan sekali kepada presiden dengan tebusan kepada

DSJN.

a bertahap, yaitu
ruh penduduk

lain mengenai

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah,
atau imbalan dalam bentuk lain.

c. Pemberi Kerja
Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau

badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara

52 peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
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negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah,

atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Peserta yang mengikuti program JKN terbagi dalam dua golongan yaitu:

a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan

b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.

c) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk
warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6

(enam) bulan.
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4. luran Peserta BPJS Kesehatan
luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta,

pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Peserta BPJS terbagi menjadi 2 kategori

masyara erbilang ma G ' j'-‘ nengah keatas.

Sehingge

dibagi

oleh pemberi kerja dan pekerja.
d. luran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah
dan peserta bukan pekerja dibayar oleh peserta atau pihak lain atas

nama peserta.
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Adapun jumlah iuran yang harus dibayarkan peserta mandiri adalah :**

a. Untuk manfaat pelayana di ruang perawatan kelas Il dikenakan iuran

Rp 30.000 per nulan

nan di ruangp ‘ dikenakan iuran Rp
1)) '..‘
3 v an iuran Rp
Rig >,

setiap a abila pese batan dalam
pembaya ;
tersebut n diberhentikan
anggotaanya aktif

&
o
g
kez
[ 4

a dendanya. Dan

a. Jumlah tunggakan paling banyak 12 (dua belas) bulan
b. Besar denda paling tinggi Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
Pada 31 Maret, Presiden kembali menandatangani Peraturan Presiden

Nomo 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden

%% pasal 16F ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
> pasal 17A.1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

51



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial. Pada peraturan ini mengubah
besaran iuran Jaminan Kesehatan peserta pekerja bukan penerima upah

kategori golongan Ill yang semula sebesar Rp 30.000 per orang perb bulan

diatur dalam
ggara Jaminan

melaksanakan

a. Memberi nomor identitas tunggal kepada peserta.

b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk
sebesarbesarnya kepentingan peserta
c. Memberi informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai

kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangan

® Ppasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial

52



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

d. Memberi manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang —
Undang tentang Sistem Jaminan Sosial

e. Memberi informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas
untuk:®’
a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;

% Ppasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

" Asih Eka Putri, Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Friedrich-Ebert-Stiftung
Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 19.
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c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;

e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;

at.dan/atau_mem anan kesehatan sesuai
“H?\\\‘ ...

am jaminan

di atas BPJS

ATARNARAEY

S *-_

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah;

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

%8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
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f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja
yang tidak memenuhi kewajibannya;

g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai

dalam memenuhi
| TS 'Q@‘

C. Tinjauan
1. Penge

hukum. Lebih lanjut menurut Koerniatmanto Soetoprawiro perlindungan
hukum itu pada hakekatnya adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang

untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga
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setiap warga negara ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan
hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib.*®

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur yang

terkandung di.g

Untuk dapat : ik : Kepentingan Hukum yang
dimilikinya;
Yang dimaksud dengan Hak adalah “kekuasaan untuk melakukan sesuatu

karena telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lain®®”.

% Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengaturan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-anak
dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia, dalam Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XX Nomor 3
Juli 2002, FH UNPAR, Bandung, 2010, hal. 20

% sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 154
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Pengertian kekuasaan disini diartikan sebagai “kewenangan untuk

melakukan suatu perbuatan hukum®.

Hukum dalam mengemban hak dan
kewajiban berdasarkan hukum. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa Perlindungan Hukum. adalah suatu jaminan yang diberikan oleh
pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk peraturan perundang. undangan
kepada pasien, pemberi pelayanan kesehatan untuk dapat melaksanakan suatu
kewenangan melakukan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat
hukum yang sengaja dikehendaki dan kepentingan yang diatur oleh hukum.

Di dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak ada bidang kehidupan
masyarakat yang tidak terjamah oleh hukum, baik sebagai kaidah maupun
sikap tindak-manusia yang teratur dan yang unik. Hal ini terutama disebabkan
karena pada dasarnya manusia mempunyal hasrat untuk hidup teratur. Akan
tetapi, keteraturan bagi seseorang belum tentu, sama dengan keteraturan bagi
orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur
kehidupan manusia agar kepentingan-kepentingannya tidak bertentangan
dengan kepentingan. sesama warga masyarakat. Salah satu kaidah yang
diperlukan manusia adalah kaidah"hukum yang mengatur hubungan anatara
manusia untuk mencapai kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dan
ketentraman. Walaupun manusia senantiasa agar hukum dapat mengatur
kehidupan dengan baik sehingga tercapai kedamaian dalam masyarakat,
tidaklah mustahil bahwa hasilnya malahan sebaliknya. Oleh karena faktor-

faktor tertentu yang semestinya dapat diperhitungkan sejak semula, hukum

% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 51
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malahan dapat mengakibatkan terjadinya sikap tindak yang tidak serasi dengan

hukum itu sendiri.®?

Dalam kebanyakan hal warga masyarakat mematuhi hukum, tetapi di

keadaan yang terjadi,

maka da positif karena

SECE

mempun) idak mencapai

tujuannya um mempunyai

A aa

tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya, tidak ada pilihan lain

selain meminta pertolongan dari orang yang dapat menyembuhkan
penyakitnya, yakni meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat

menyembuhkan penyakitnya.®

82 Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 35
® Ibid, hal. 37
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Merujuk kepada kalimat di atas maka perlu diupayakan Perlindungan
hukum terhadap pasien mendapatkan perhatian yang cukup jelas seperti tertera
pada UUPK No. 29/2004 yang mengatakan bahwa pembangunan kesehatan
ditujukan untuk meningkatkan kesadaran;-kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal sebagai salah satu. unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan
oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian
dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya
melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi,
serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik
kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
untuk memberikan  perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima
pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai
penyelenggaraan praktik kedokteran. Pengaturan praktik kedokteran bertujuan
untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan
meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter serta
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter.®

Pada Pasal 27-28 dikatakan bahwa pendidikan dan pelatihan kedokteran

atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter

% pasal 3 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
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gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau

kedokteran gigi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain

yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan

Pasal 51 UUPK No. 29/2004 menjelaskan tentang kewajiban dokter untuk:
a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar

prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

% pasal 27 dan 28 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
% pasal 49 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
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b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian

atau kemampuan yang lebih baik, apabila peserta BPJS melakukan suatu

pemeriksaan atau pengobatan

hukum pasien mengenai pelayanan kesehatan yang dianggap merugikan pasien
yang tercantum pada Pasal 66 UUPK No.29 Tahun 2004 yang berbunyi: Setiap
orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter
atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan

secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

%7 pasal 52 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
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Indonesia. Apabila memang dokter dinyatakan bersalah, maka dokter dapat

dikenakan sanksi disiplin mulai dari peringatan sampai dengan sanksi

mengikuti training.®® Pasal 72 menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan

. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera,
lahir dan batiin.

c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

% pasal 66 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
% pasal 72 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
70 pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
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Dengan mengacu pada pasal tersebut jelas bahwa kehidupan yang sehat
adalah merupakan hak setiap orang, begitupun hak untuk mendapatkan
pengobatan dari seorang dokter ataupun balai pengobatan, bagaimana seorang
pasien mendapat kan suatu.yang menjadi-haknya. Undang-undang No. 23
Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1), memberikan batasan mengenai kesehatan,
menentukan sebagai berikut: (Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan,
jiwa dan sosial yang kemungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial
dan ekomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat
yang terdiri dari tenaga Kesehatan dan sarana Kesehatan.™

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui
pendidikan «di = bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sarana Kesehatan adalah
tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan.

Mengenai kewajiban tenaga kesehatan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-
undang No. 23 Tahun*1992 beserta. penjelasannya, menentukan sebagai
berikut'%:

a. Tenaga Kesehatan yang melakukan tugasnya berkewajiban untuk
memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
b. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai

petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

™ pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
"2 pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
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Tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti dokter dan
perawat, dalam melaksanakan tugasnya harus menghormati hak pasien, yang

dimaksud dengan hak pasien ialah: hak atas informasi; hak atas persetujuan,

ekerjaan sesuai

tindakan medik

Disiplin Kedokteran, dan yang memberikan sanksi disiplin tentunya adalah
atasan langsung dari tenaga kesehatan :"®
(1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian

dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

™ pasal 54 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
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(2) (2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditentukan olenh Majelis Disiplin Tenaga

Kesehatan.

sepakat para pihak yang mengingatkan diri. Yang dimaksudkan dengan sepakat
para pihak dalam pekerjaan jasa pelayanan kesehatan adalah persetujuan dari
dokter untuk melakukan tindakan medik dan persetujuan dari pasien untuk
dilakukan tindakan medik atas dirinya. Jadi consent yang diberikan pasien

adalah syarat agar perjanjian pelaksanaan jasa pelayanan medik menjadi sah

" pasal 1365 KUHPerdata
® pasal 1320 KUHPerdata
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menurut hukum dan memberikan hak kepada dokter untuk melakukan tindakan

medik.

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (de

Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan
bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai
perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi,

hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara

"8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Ull Press, Yogyakarta, 2003, hal. 210
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normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.”’
Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan

kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek

ana hubungan

AR

dan adil. Ada
zame ordering
nensen bewaart

als ideele), eer,

-\%\lg\

> (tujuan hukum

menghendaki

yang merugikannya). ®

Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing masing subyek
hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-
kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum

bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh

7; Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2016, hal. 14
7 -
Ibid, hal. 15
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setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti
disebutkan Paulus E. Lotulung, “masing-masing negara mempunyai cara dan

mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum

itu diberikan’®”.

empunyai hak,

edis, meminta

kesehatannya.

Pada kasus ini pasien juga merasa percaya bahwa ia dapat
berkomunikasi mengenai masalah kesehatan yang dihadapinya yang masih
dirahasiakannya dari orang lain termasuk keluarganya. Dia percaya dokter

akan dapat menyimpan rahasia pasien yang merupakan kewajiban yang harus

™ paulus E. Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 12
8 willa Chandrawila Supriadi, Op.Cit, hal. 13
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dilakukan dokter dan merupakan salah satu hak pasien.** Berbicara tentang
Hak Pasien yang dihubungkan dengan meliharaan kesehatan, maka hak utama
dari pasien tentunya adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan
(the right to _health care).-Hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan
yang-memenuhi Kriteria tertentu, yaitu agar pasien mendapatkan upaya
kesehatan, ~sarana kesehatan:|dan: bantuan, dari tenaga kesehatan, yang
memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal®’. Dalam pelaksanaan
untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan, pasien mempunyai hak-hak
lainnya, sebagai misal antara lain hak untuk mendapatkan informasi tentang
penyakitnya, hak untuk dirahasiakan penyakitnya, hak untuk mendapatkan
pendapat kedua. Di Indonesia usaha untuk memberikan pelayanan kesehatan
yang memadai, yaitu memenuhi standar pelayanan kesehatan, telah diusahakan
dan tertera dalam kebijaksanaan pemerintah yang intinya mengusahakan
pembangunan kesehatan agar terwujud derajat kesehatan yang optimal yang
dituangkan di dalam Undang-undang tentang Kesehatan Pembangunan
kesehatan diarahkan untuk - mempertinggi derajat-kesehatan, yang besar artinya
bagi pengembangan dan pembinaan ‘sumber daya manusia Indonesia dan
sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya
adalah pembagunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya.

Selain mempunyai hak, pasien juga mempunyai kewajiban seperti

kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah

8 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hal. 12
82 F
Ibid, hal. 13
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kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter, mematuhi ketentuan
yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan memberikan imbalan jasa atas
pelayanan yang diterima. Apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan
pelayanan kesehatan, pasien.atau penerima jasa pelayanan kesehatan dapat
menuntut haknya, yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa . pelayanan
kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan. Hubungan
dokter-pasien yang bersifat paternalistic secara perlahan telah merubah
menjadi mitra yang setara, bersama menghadapi masalah kesehatan yang
timbul. Masyarakat tetap menghormati dokter sebagai orang yang terdidik di
bidang kedokteran namun sebelum pengetahuan dan ketrampilannya
diterapkan dalam asuhan pasien, pasien ingin mengetahui apa yang akan terjadi
dengan tubuhnya serta ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pada
hakekatnya memang pasienlah yang paling berhak memutuskan tindakan yang
terbaik bagi dirinya setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan benar
Komunikasi.*®

Dokter-Pasien  merupakan landasan yang penting dalam proses
diagnosis, terapi mapun-pencegahan penyakit. Supaya terjalin dengan baik
komunikasi Dokter-Pasien harus dijaga dan dipelihara oleh kedua belah pihak.
Cukup lama hubungan ini dianggap merupakan hubungan yang menempatkan
dokter sebagai pihak yang aktif dan pasien sebagai penerima tindakan (pasif).

Bentuk hubungan ini berdasarkan pada anggapan bahwa dokter merupakan

& Djojodirdjo, M.A. Moegni, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid)
untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, Jakarta: Pradnya Paramita,
2019, hal. 53
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orang yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan, bekerja
sesuai dengan tuntutan profesi dan mempunyai keinginan kuat untuk

menyembuhkan pasien. Sedangkan pasien ditempatkan sebagai orang sakit

dokter " pa di a ) gka bungan dokter-
pasien . 1 sanakan petunjuk
dan peran be ada | Ksanakan perintah
dokter, jika erints _- pa-apa. Pemahaman
mengenai keadaa ' : s da ienyerahkan seluruh
masalah e perkembangan
pendidikan 'da g 3 S akay, pe yan pasien tentang

kesehatan

informasi yang lengkap dan benar dari dokter).®
Pasien akan berkonsultasi dengan dokter karena keinginannya untuk
sembuh atau bebas dari gejala penyakit. Dia memilih dokter yang

dipercayainya baik atas pertimbangan kemampuan dokter tersebut maupun

kesediaan dokter untuk mencegah rahasia. Acapkali pasien menyampaikan

8 |bid, hal.54
% |bid, hal.55
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kepada dokter hal yang amat pribadi yang tak akan disampaikannya kepada

keluarga dekat sekalipun. Dia bersedia menyampaikan hal yang bersifat pribadi

tersebut kepada dokter agar dokter dapat memahami permasalahannya secara

yang am
mempunyai-kualifikasi yang s: omunikasi pasien akan terbuka

jika dokte

dan memberikan pertolongan. Jelas saat pasien bertemu dokter hubungan
dokter-pasien dimulai.®’
Namun menurut Gunadi tidak semua kontak dokter pasien merupakan

hubungan dokter-pasien, seperti Kontak pasien-dokter dalam pemeriksaan

8 Munir Fuady, Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2010, hal. 12
8 Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2001, hal.
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sebelum masuk kerja. Meski dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan

jasmani, pemerikaan penunjang untuk menentukan apakah orang yang

diperiksanya sehat untuk pekerjaan tertentu namun hubungan tersebut tidak

dari pihak luar

e. Pasien berhak atas privacy yang harus dilindungi, iapun berhak atas
kerahasiaan data-data medik yang dimilikinya.

f. Pasien berhak mati secara bermartabat dan terhormat.

g. Pasien berhak menerima/menolak bimbingan moril ataupun spiritual.
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h. Pasien berhak mengadukan dan berhak atas penyelidikan pengaduannya
serta berhak diberi tahu hasilnya.®

Selain mempunyai hak tentunya pasien mempunyai kewajiban, adapun

stilah “pasien”
sebagai definisi yuridis forma : 2 Jang Nomor 8
Tahun 1999 tentan g ‘- ) -L ( enyatakan, pasien
adalah setiap ora emakaian bz an : ng tersedia dalam
masyara I ke It rang lain maupun

makhluk an tidak u Jaqs . um muncul UUPK —

II/MPR/1993) disebutkan kata pasien dalam rangka membicarakan tentang
sasaran bidang perdagangan. Sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut
tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut. Diantara ketentuan
normatif itu terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret

8 Munir Fuady, Op.Cit., hal. 37
® Ratna Suprapti Samil, Op.Cit, hal. 38
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2000-satu tahun setelah diundangkan). UU ini memuat suatu definisi tentang
pasien, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik

untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan itu

Dengan rumu S : sien bukan pemakai
terakhir (pa a) denga ie s en dalam arti luas

mencakup ke te . sedangkar alam “arti sempit hanya

lebih luas daripada itu.
3. Dasar Hukum Perlindungan Pasien

Menurut penjelasan Undang-Undang tentang Perlindungan Pasien
disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi pasien tidak dimaksudkan

untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab

% Ibid, hal. 39
°1 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2014, hal. 3
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perlindungan pasien dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta
lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui
penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.”> Undang-undang tentang
Perlindungan Pasien ini mengacu pada filesofi pembangunan nasional bahwa
pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan
perlindungan terhadap pasien|‘adalah: dalam rangka membangun manusia
Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik
Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dalam
Burgerlijk Wethboek (yang sekarang populer dengan nama Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata-KUH Perdata) juga terdapat ketentuan-ketentuan yang
bertendensi-melindungi pasien, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku IlI,
bab V, bagian Il yang dimulai dari Pasal 1365.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), misalnya
tentang pihak ketiga yang harus = dilindungi, tentang perlindungan
penumpang/barang  muatan pada hukum maritim, ketentuan-ketentuan
mengenai perantara, asuransi, surat berharga,. kepailitan dan sebagainya.
Demikian pula dalam “Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
misalnya tentang pemalsuan, penipuan, pemalsuan merek, persaingan curang
dan sebagainya. Dalam hukum adat pun ada dasar-dasar yang menopang
hukum perlindungan pasien seperti prinsip kekerabatan yang kuat dari
masyarakat adat yang tidak berorientasi pada konflik, yang memposisikan

setiap warganya untuk saling menghormati sesamanya. Prinsip keseimbangan

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 1
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magis/keseimbangan alam, prinsip “terang” pada pembuatan transaksi

(khususnya transaksi tanah) yang mengharuskan hadirnya kepala adat/kepala

desa dalam transaksi tanah. Prinsip fungsi sosial dari sesuatu hak, prinsip hak

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;

h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan
Industri;

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

° |bid, hal. 3
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J. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia);

oan Terbatas

s
want 'g%
-

t. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan®.

Selain itu, di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya

undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan ketentuan yang

melindungi pasien, meskipun secara umum dikatakan bahwa undang-undang

* Ibid, hal. 4
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tentang perlindungan pasien ini merupakan payung yang (mencoba)
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan

pasien.

4. Hak Pasier

warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya,
hak untuk memberi suara dalam Pemilu.
c. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada

perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain.

% sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hal. 24
%Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Pertanggungjawaban Menurut
Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 18
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Contohnya pada peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima

barang. Sedangkan hak penjual adalah menerima uang.

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan

al ini, pasien

AN

sebagai subyek

bukan sekedar

A5NALY

1)
2) Membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa
membedakan unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan);

3) Jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

4) Komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pasien.

°7 Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Op.Cit, hal. 26
% Ibid, hal. 27
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Selain harapan tersebut, terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh
seorang pasien yang harus dilakukan oleh dokter. Ada konsekuensi bagi

seorang dokter dalam menjalankan profesinya untuk merealisasikan hak-hak

seorang
sendiri, hak : Japa 1 ansaksi, maka
setiap perawatan apa yar e aki da Ng3 Keputusan si pasien

tentunya harus a

Setelah itu Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun
1985 tentang Perlindungan Pasien, juga merumuskan berbagai kepentingan
pasien yang perlu dilindungi, yang meliputi:*®

a. Perlindungan pasien dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan

keamanannya;

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit, hal. 27
1% Ibid, hal. 27
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b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial pasien;

o

. Tersedianya informasi yang memadai bagi pasien untuk memberikan

kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan

isasi lainnya

isasi tersebut

Undang-Undang N G dungan Pasien. Menurut

ketentuan

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

101 pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian

pasien penggunanya, maka pasien diberikan hak untuk memilih barang
dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi

yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan,

83



pasien berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan
yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.'%?

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai keseimbangan, pasien juga

memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditaati, antara lain:
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsume
secara patut.

Pasien sebagai pasien kesehatan memiliki perlindungan diri dari
kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti
penelantaran. Pasien juga-berhak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan
terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan hak tersebut,
maka pasien akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam
keselamatan atau kesehatan. Hak pasien yang lainnya sebagai pasien adalah
hak untuk didengar dan  mendapatkan..ganti rugi apabila pelayanan yang
didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai pasien dapat
menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan
rumah sakit dalam pelayanannya. Selain itu pasien berhak untuk memilih
dokter yang diinginkan dan berhak untuk mendapatkan opini kedua (second

opinion), juga berhak untuk mendapatkan rekam medik (medical record) yang

192" Hendrojono Soewono, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam
Transaksi Terapeutik, Srikandi, Surabaya, 2006, hal. 58
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berisikan riwayat penyakit dirinya. Hak-hak pasien juga dijelaskan pada

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengungkapkan bahwa

berikrar tentang hak dan kewajiban pasien dan dokter, yang wajib untuk
diketahui dan dipatuhi oleh seluruh dokter di Indonesia. Salah satu hak pasien

yang utama dalam ikrar tersebut adalah hak untuk menentukan nasibnya

103 pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
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sendiri, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, serta hak atas rahasia
kedokteran terhadap riwayat penyakit yang dideritanya.'®*

Hak menentukan nasibnya sendiri berarti memilih dokter, perawat dan

kepada

dalam r¢

member

tidak me

Besar lkatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor 319/PB/A4/88. Pernyataan IDI
tentang informed consent ini adalah:
a. Manusia dewasa sehat jasmani dan rohani berhak sepenuhnya

menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter

104 | bid, hal. 32
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tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan
kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri

b. Semua tindakan medis memerlukan informed consent secara lisan

dokter memiliki hak pent g endapatkan informasi yang
sejelas jelasnya dan berhak untuk ikut menentukan tindakan yang akan
diambil dalam penyembuhan penyakit, serta berhak untuk mendapatkan
pelayanan yang layak bagi kesehatan kita. Selain hak pasien juga memiliki

kewajiban, yang mana kewajiban dimaksud agar pasien selaku pasien sendiri

105 | hid, hal. 33
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dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian

hukum bagi dirinya.
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pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan diskrimiatif
itu”. Pernyataan tegas menentang diskriminasi tersebut tertuang dalam UUD
NRI 1945 Pasal 281 ayat (2). Ketentuan tersebut berlaku secara universal
diberbagai bidang dalam yurisdiksi NRI. Termasuk dalam bidang kesehatan

meski masih terdapat perbedaan pelayanan antara golongan miskin dan kaya.
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“Orang miskin dilarang sakit” dan “Anda mau sakit jadi orang kaya dulu”.
Seakan peryataan tersebut menjadi slogan dalam pelayanan kesehatan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah dengan dokter Felly
selaku Dokter.si RS Eka Hospital yang.diperoleh keterangan bahwa hak-hak
yang-dimiliki oleh pasien adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan
lengkap dan paripurna begitu-juga halfya dengan pasien peserta BPJS, harus
diberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan Standar kompetensi medis.
Untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta BPJS,
menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.*®
Mengenai prosedur bagi masyarakat khususnya masyarakat selaku
pasien peserta BPJS untuk mengakses layanan rawat inap di Rumah Sakit
adalah melalut pintu masuk UGD atau Poli Spesialis, dan apabila pasien
tersebut menggunakan asuransi atau jaminan kesehatan dapat diurus dalam 2
X 24 jam. Selain itu pasien peserta BPJS tersebut juga harus memenuhi
syarat-syarat yang sudah ditentukan-eleh Pemerintah. Pihak Rumah Sakit
sendiri sering mengalami kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan
bagi pasien peserta BPJS, antara lain keterbatasan jenis obat bagi pasien
peserta BPJS dan keluarga dari pasien banyak yang tidak bisa memenuhi
persyaratan yang sudah ditentukan. Dalam mengatasi kendala tersebut, pihak

Rumah Sakit tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien

106 Hasil wawancara penulis dengan dr. Felly, selaku Dokter Rumah Sakit Eka Hospital
Pekanbaru, pada tanggal 21April 2021
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khususnya pasien peserta BPJS, yaitu obat tetap diberikan sesuai dengan

indikasi yang dibutuhkan pasien dan pasien atau keluarga pasien diberikan

kelonggaran waktu untuk mengurus administrasi/kelengkapan surat-surat

bidang kesehatan, upaya kesehatan, kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut
usia, dan penyandang cacat, gizi, kesehatan jiwa, penyakit menular dan tidak
menular, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, pengelolaan kesehatan,

informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta masyarakat, badan

7 Hasil wawancara penulis dengan dr. Felly, selaku Dokter Rumah Sakit Eka Hospital
Pekanbaru, pada tanggal 21April 2021
1%Hasil wawancara penulis dengan dr. Carolin, selaku Dokter Rumah Sakit Eka Hospital
Pekanbaru, pada tanggal 21April 2021
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pertimbangan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, dan berbagai hal lain
yang terkait dengan kesehatan yang diatur dalam tiap babnya.

Kesehatan merupakan bagian dari keadaan sejahtera badan, jiwa dan

selain < an da ne tu dari sumber
daya ala _- 32 -_ 3 an perundang-
undangan.ye KU T : hatan terhadap
setiap a negara. Ti S ndonesia antara

miskin ) ang  su 3 suh terbesar dalam

terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat™.

Searah dengan tujuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan
umum. Maka dalam Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dengan “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

92



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya, sebagai investasi bagi

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan

yang lebih

d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif (Pasal 1 angka 15) Kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan untuk mengambalikan bekas penderita ke dalam
masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat
yang berguna untuk berdirinya dan masyarakat semaksimal mungkin
sesuai dengan kemampuannya.

e. Pelayanan kesehatan tradisional (Pasal 1 angka 16).
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Pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu

pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di

a wacana ‘“orang
miskin dila t menyediakan
kebijakan ' yang : : aunya pelayanan

kesehatan

mendapatkannya. Ketika sudah berhadapan dengan pelayan kesehatan di
rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk memberikan biaya berobat gratis.
Semua janji mendapatkan kemudahan dan tanpa biaya sepeserpun untuk sehat

hanya menjadi mimpi. Tidak bisa dipungkiri kalau orang yang mampu

membayar lebih diutamakan.
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Program JKN BPJS Kesehatan merupakan program yang dilaksanakan
pemerintah sejak 2014 sebagai perwujutan perhatian pemerintah terhadap

pemberian pelayanan yang baik bagi seluruh penduduk Indonesia. Program ini

merupakan asi wajib bagi seluruh
mas J singkat 6
(ena aeggﬁhs ISL4p,
o Ry
n tal
Nama a 019
S
' Umum/
= 1o Asuransi
RS. 120 ol = 3.869
Hospit =1 -
Sumber a t Eka tal Pek
R Ek akit swasta sebagai
mitra dala g ﬁf?h ana rumah sakit
N ANBA o
ini merupa alin mitra dengan
BPJS Keseha jasta. bekerjasana dengan
BPJS Kesehatan, itmen untuk memberi
pelayanan kesehatan b a Kesehatan tanpa membeda-

bedakannya dengan pasien umum.

Rumah Sakit swasta merupakan salah satu pelayanan publik dibidang
kesehatan yang memiliki tugas yaitu memberi pelayanan kesehatan
perseorangan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif).
Sebagai rumah sakit milik swasta maka sudah seyogianya mendukung program

pemerintah terutama dalam bidang kesehatan.
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Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul
sebagai akibat dari kinerja pelayanan kesehatan yang diperoleh setelah pasien

membandingkan apa yang diharapkannya.’® Definisi tersebut menerangkan

nuhi makan

1) an eng : g v yang akan

peranan penting.

atan. Sikap ini

6) Keandalan dan keterampilan petugas dalam memberi layanan kesehatan
7) Kecepatan petugas dalam memberi tanggapan terhadap keluhan pasien.
Pelayanan kesehatan berawal dari hubungan kepercayaan antara dokter

dan pasien yang dalam perkembangannya sering disebut dengan transaksi

1% Imbalo S. Pohan, Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan, Buku Kedokteran BGC, Jakarta, 2004,
hal. 239
10 A A.Gede Muninjaya, Op.Cit, hal. 175
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terapeutik atau perjanjian terapeutik yang artinya adalah suatu transaksi atau
perjanjian untuk menentukan terapi atau memberikan jasa penyembuhan yang

paling tepat bagi pasien oleh seorang dokter. Hubungan antara dokter dengan

k melindungi
hal perbuatan

tenaga medis,

terhadap perseorangan sebagai pasien, sesuai dengan konteks pasien yang
dimaksud di sini adalah pasien. Undang-Undang memberikan perlindungan
terhadap pasien dalam artian pasien dengan tujuan untuk melindungi

kepentingan pasien serta melindungi pihak pasien dalam hal perbuatan

11 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pada tanggal 23
April 2021
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melawan hukum serta wanprestasi yang diperbuat oleh petugas medis, yang
dapat merugikan pasien.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009

<
sum
o

EALN AN

N

- ﬁ‘@g

tersebut di dalam

masyarakat. Dala 1d. ie 8 Tahun 1999 mengatur
tentang hak pasien :

(1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang/ dan atau jasa

(2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan
barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan

(3) Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif

112 pasal 5 No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
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(4) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Didalam KUHPerdata juga diatur tentang perlindungan pasien, ada
beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan pasien sebagai pasien jasa
medis, diantaranya Pasal 1320, 1338, 1365, 1366, dan 1367. Dalam suatu
peristiwa yang mana mengakibatkan kerugian terhadap seseorang, maka sudah
tentu merupakan kewajiban dari pihak yang melakukan kesalahan mengganti
kerugian tersebut. Seseorang dalam hal ini korban, dari tindakan tersebut
mengalami kerugian baik material maupun inmaterial sehingga adalah wajar
apabila mereka yang dirugikan tersebut mendapat imbalan berupa ganti rugi
dari pihak yang merugikan.

Berkaitan dengan perlindungan pasien, hal mengenai ganti rugi atas
kesalahan atau kelalaian tersebut. dimaksudkan. agar menghindari adanya suatu
kesalahan atau kelalaian. Dapat dikatakan sebagai tindakan preventif dalam
melindungi pasien. Dalam menentukan pertanggungjawaban suatu tindakan
yang mana salah satu pihaknya dirugikan (pasien), maka pihak korban dapat
memperoleh sejumlah ganti Kerugian yang sepantasnya guna pembiayaan
kerugian yang telah dideritanya. Hal tersebut terjadi sehubungan dengan
adanya suatu resiko yang harus diterima dan tidak dapat dibalikkan kepada
orang lain, sebab dengan terjadinya kesalahan yang menimbulkan korban, tidak
terlepas dari kerugian yang ditimbulkan. Sehingga, pada pihak penimbul

kerugian wajib untuk memberikan sejumlah ganti kerugian pada korbannya.
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Menurut hukum yang berlaku menyebutkan bahwa si pelaku perbuatan
berkewajiban member ganti kerugian pada seorang penderita kerugian.

Mengenai perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pasien jasa
pelayanan medis ada ketentuan yang mengatur. Pada dasarnya ketentuan yang
mengatur perlindungan hukum bagi pasien salah satunya dapat dijumpai Pasal
1365 KUH Perdata. Di_samping itls Pasal, 1365 KUH Perdata berisikan
ketentuan antara lain sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian tersebut***”.

Dokter merupakan tenaga medis yang diandalkan oleh setiap rumah
sakit, baik Rumah sakit swasta maupun milik pemerintah, untuk itu dibutuhkan
para dokter yang memang benar-benar kompeten/ atau ahli dibidangnya dalam
menangani pasien baik rawat jalan maupun rawat inap. Hal tersebut menurut
menulis sangat tepat mengingat yang dilakukan penanganan medis oleh para
dokter adalah'manusia yang sifatnya penting dan mesti dilakukan dengan hati-
hati, karena apabila sedikit saja lalai, maka akan mengakibatkan cacat, bahkan
menyebabkan kematian terhadap pasienwyang ditanganinya. Untuk itu sebelum
para dokter ini bergabung atau lebih tepatnya bekerja di rumah sakit harus
terlebih dahulu dilakukan seleksi ketat oleh rumah sakit, karena apabila salah
dalam menerima menempatkan dokter yang bekerja dirumah sakit tersebut,
maka akan menimbulkan dampak yang besar bagi kelangsungan pelayanan

medis dirumah sakit tersebut.

113 pasal 1365 KUH Perdata
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Hubungan dokter dan pasien dalam bidang perdata disebut dengan

perjanjian terapeutik. Dokter harus berhati-hati bertindak dalam menanggapi

kepercayaan pasien. Apabila tindakan dokter dilakukan tanpa seizin pasien,

Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk
memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik
fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan.

Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan itu

114 Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hal. 153
115 pasal 58 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
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ISJIAIU

nery we[sy sej

mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang
permanen.**®

Latar Belakang disusunnya peraturan perundang-undangan di bidang

1)
2)
3)
4) ngannya serta
5)
6)
7)
8)

etugas medis atau
Tenaga Kese elah pihak sehingga
secara tidak langs .-Q‘ Wajiban masing- masing pihak,
berdasarkan hasil wawa ‘ ngan Dokter Hendra Setiawan selaku

Dokter di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru yang mengatakan hubungan
antara pasien dengan Petugas medis berkaitan dengan perlindungan terhadap
pasien sebagai pasien jasa, tetap memperhatikan kode etik Tenaga Kesehatan

dan tenaga yang digunakan dalam melakukan praktek kesehatan adalah tenaga

18 Tutik Titik Triwulan dan Shita Febriana, Op.Cit, hal. 162
" Ibid, hal. 148

102



medis yang sudah berpengalaman.'*® Beliau juga menambahkan antara tenaga
medis dan pasien diikat oleh suatu hubungan dalam bentuk perjanjian yang
notabenenya hamper sama dengan hubungan kerja antara perusahaan dengan
karyawan, namun disini adalah hubungan jasa, yang berarti tenaga medis harus
memberikan pelayanan jasa terbaik kepada pasien yang ditanganinya. '

Hubungan tenaga_ . kesehatan/medis .dengan para pasien dilihat dari
aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum.
Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik.
Hak tenaga kesehatan (dokter dan perawat) menjadi kewajiban pasien, dan hak
pasien menjadi kewajiban tenaga kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan
keseimbangan tenaga medis yang dibutuhkan dengan banyaknya para pasien
yang ditangani didalam sebuah rumah sakit. Karena apabila terjadi
keseimbangan maka pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit akan
memadai/cukup untuk melakukan setiap tindakan medis kepada para pasien
yang dirawat.*?

Namun juga dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan pasien
perlu adanya pelayanan, di bidang kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat. Jasa pelayanan di bidang kesehatan yang
disediakan dan diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

18 4asil wawancara penulis dengan dr. Hendra Setiawan, selaku Dokter Rumah Sakit Eka Hospital
Pekanbaru, pada tanggal 21 April 2021

9asil wawancara penulis dengan dr. Hendra Setiawan, selaku Dokter Rumah Sakit Eka Hospital
Pekanbaru, pada tanggal 21 April 2021

120 Freddy Tengker, Hak Pasien, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 74
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yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik

dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan

perangkat keilmuannya masing-masing..berinteraksi satu sama lain. llmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang

harus diikuti oleh tenaga kesehatan:dalam; rangka pemberian pelayanan yang

bermutu, di dalam Rumah Sakit.

121

Dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien

mempunyai hak dan kewajiban antara lain :*??

1. Hak-hak Dokter

a.

Dokter berhak mendapat perlindungan dan bantuan hukum dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya

Dokter berhak untuk bekerja menurut standar profesinya serta
berdasarkan hak otonomi seorang dokter.

Dokter berhak menglak keinginan pasien yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, profesi dan etika

Dokter berhak menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien
apabila hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk
sehingga kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali
untuk pasien gawat darurat dan wajib menyerahkan pasien kepada
dokter lain

Dokter berhak atas privasi dalam hal apabila nama baiknya
dicemarkan

Dokter berhak mendapatkan informasi yang lengkap dari pasien yang
dirawatnya atau keluarganya

Dokter berhak mendapatkan fasilitas untuk proteksi diri terhadap
resiko kerjanya

Dokter berhak mendapat fasilitas untuk proteksi diri terhadap resiko
kerjanya

Dokter berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam
menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya

21 Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Nilai Masih Rendah _ rumah-sakit _ Tata Ruang
Indonesia.htm, diakses tanggal 08 Mei 2021
122 Hak dan Kewajiban Dokter (sumber : RS Eka Hospital Pekanbaru)
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j. Dokter berhak untuk diperlakukan adil dan jujur baik dirumah sakit
ataupun dirumah pasien.

2. Kewajiban Dokter

a. Dokter wajibbmematuhi peraturan Rumah.Sakit dan peraturan
kepegawaian

b. Dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar
profesi dan menghormati hak-hak pasien

c. Dokter wajib melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya terhadap
pengobatan dan tindakan medis yang dilakukan

d.. Dokter wajib:merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang
mempunyai Keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila tidak
mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan

e. Dokter wajib memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa
dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah
sesuai dengan keyakinannya

f. Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
seorang pasien bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia

g. Dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
perikemanusian

h. Dokter wajib memberikan informasi yang akurat kepada pasien

i. Dokter wajib memegang teguh kode etik kedokteran dalam
menjalankan profesinya

J.  Dokter wajib bekerjasama dengan praofesi dan pihak lain dalam
memberikan pelayanan kepada pasien.

Begitu juga dengan pasien mempunya hak dan kewajibannya antara
lain:*®
3. Hak-hak Pasien

a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku
dirumah sakit

b. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil jujur dan tanpa
diskriminasi

c. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan
kebutuhan medis, standar profesi dan standar prosedur operasional

d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutusesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional,

e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisiensehingga pasien terhindar
dari kerugian fisik dan materi;

f.  Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

12 Hak dan Kewajiban Pasien (sumber : RS Eka Hospital Pekanbaru)
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g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan
peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter
lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di
luar Rumah Sakit;

i. Mendapatkansprivasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya;

J. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan
medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan
komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan
yang dilakukan serta perkiraan biaya.pengobatan

4. Kewajiban Pasien

a. Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas
pelayanan yang diterimanya.

b. Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya

c. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang
penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat

d. Melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit dan atau
dokter

e. Mematuhi hal-hal yang telah disepakati/diperjanjikan

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada pasien tentang
apakah alasan Bapak/lbu-memilifi [Rumah Sakit Swasta selama menjalani
perawatan kesehatan. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah
ini:

Tabel 111.1

Jawaban Para Pasien tentang.alasan memilih'Rumah Sakit Swasta selama
menjalani perawatan kesehatan

No. Jawaban Para Pasien Jumlah Persentase
(%)
1. | Perawatan medisnya baik 3 30%
2. | Fasilitas Rumah Sakit Lengkap 7 70%
Jumlah 10 100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2021
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 3 (tiga) Pasien 30 %
menjawab alasan Pasien memilih Rumah Sakit Swasta selama menjalani
perawatan kesehatan dikarenakan perawatan medisnya baik, sementara sebanyak
7 (tujuh) Pasien«70 % menjawab_alasan Pasien memilih Rumah swasta selama
menjalani perawatan kesehatan dikarenakan fasilitas rumah sakitnya lengkap
dan memadai. Pelayanan yang,diberikan ©leh pihak rumah sakit secara maksimal
dan baik akan membuat pasien rumah sakit akan .merasa nyaman dalam
melakukan pengobatan maupun perawatan medis, hal - tersebut dapat
mempercepat penyembuhan pasien yang dirawat, namun hal tersebut bisa saja
sebaliknya terjadi, bukan penyembuhan secara cepat namun penyakit yang
diderita oleh~pasien tidak akan kunjung sembuh atau pulih bahkan pasien
menderita biaya pengobatan yang sangat besar demi menjalani perawatan
dirumah sakit tersebut.

Amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh
pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.'* Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas
pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang
sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.
Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik

dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan

124 Benyamin Lumenta, Pelayanan Medis, Citra, Konflik dan Harapan, Kanisius,Yogyakarta,
2008, hal. 12
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perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. limu
pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang

harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang

bekerja dirur : p n.0rang-orang yang

berada d

tentang Sudah beberapa lama Bapak/lbu dirawat di Rumah Sakit Swasta.

Untuk itu jawaban responden dapat Kita lihat dibawabh ini :

125 Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Op.Cit, hal. 1
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Tabel 111.2
Jawaban Para Pasien tentang Sudah beberapa lama Bapak/Ibu dirawat di
Rumah Sakit Swasta

Persentase

Jawaban-Para Pasien (%)

perawatan 4 s ngan " li Rumah bungan tenaga
kesehatan da en 3 : emberian pelayanan

kesehatan dan

(dokter) dengan pasien biasanyaa perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk
perikatan berdasarkan undang-undang. Apapun dasar dari perikatan antara
dokter dan pasien, selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang sama, karena
dokter dalam melakukan pekerjaannya selalu berlandaskan kepada apa yang di

kenal sebagai profesi dokter, yaitu pedoman dokter untuk menjalankan

profesinya dengan baik.

126 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hal. 152
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Oleh karena alasan tersebut pelayanan kesehatan pada rumah sakit
merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya
sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai pasien dapat
merasakan pelayanan yang diberikan. Terdapat 3 (tiga) kemponen yang terlihat
dalam suatu proses pelayanan yaitu; pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas
pelayanan yang diberikan,.stapa yang melakukan pelayanan, serta pasien yang
menilai sesuatu pelayanan melalui harapan yang diinginkannya.*?’

Menurut Dokter Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru, masyarakat
maju atau masyarakat yang sedang berkembang tetap saja pasienlah yang
paling berhak untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya dan tingallah
kami sebagai tenaga medis bertanya pada diri sendiri sudah mampukah kami
memberikan informasi yang baik bagi pasien sesuai dengan tingkat pendidikan
dan sosial budaya pasien.Karena setiap tindakan medik yang kami lakukan ada
kemungkinan terjadinya resiko yang dapat membahayakan pasien, maka
sebelum melakukan tindakan medik, dokter harus menginformasikan kepada
pasien tentang efek samping yang mungkin.terjadi dari tindakan yang
dilakukannya.'?®

Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan
tindakan medik, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini
disebabkan karena akibat kesalahan ataupun kelalaian tersebut mempunyai

dampak yang sangat merugikan. Selain mengurangi kepercayaan masyarakat

27 Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Op.Cit, hal. 1
128 Hasil wawancara penulis dengan dr. Hendra Setiawan, selaku Dokter Rumah Sakit Eka
Hospital Pekanbaru, pada tanggal 21 April 2021
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terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien.
Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan

perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik

No.

Sumber : Data Olahan Lapangan
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Pasien
menjawab Dokter atau tenaga medis lainnya bersikap sopan dan ramah serta

menjelaskan perihal penyakit yang diderita oleh pasien. Jika diamati dengan

29 Ari Yunanto, Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal,
Yogyakarta, Andi Ofset, 2010, hal. 26
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seksama maka layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien yang

dirawat dapat dirinci menjadi:**

a. Medical care (Pengobatan Kesehatan)

sa puas pasien

ARAEN:

dalam upaya

pasien, maka

s menghormati

R TEN

efek samp

£
Q
=
>
g
)
S
=
S

memeriksa de 0
kesehatan.™*! ..
Pelayanan keseha ‘ an hal yang penting yang harus
dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku,
agar masyarakat sebagai pasien dapat merasakan pelayanan yang diberikan.

Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu

menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan

130 safwan Dahlan, Hospital Liability, ( hukumkes.wordpress.com/hospital-liability), diakses pada
tanggal 18 April 2021
B Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Op.Cit, hal. 4-5

112



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pasien.Terdapat tiga
komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan yakni, pelayanan sangat

ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan

persetujuan
telah diberi
inform n berdasarkan

informas tu kehormatan

AL\ E Y

terhadap kesadaran dan

bukan a para dokter

a pasien tentang

tasaae

bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien.**

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada Para Pasien
tentang apakah Bapak/Ibu mendapatkan pelayanan dibidang kesehatan selama
menjalani rawat inap dari pihak rumah sakit swasta. Untuk itu jawaban

responden dapat Kita lihat dibawah ini :

2 Ipid., hal. 11
133 Wila Chandrawila Supriadi, Op.Cit, hal. 62.
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Tabel 111.4
Jawaban Para Pasien tentang pelayanan dibidang
kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit kepada pasien rawat inap

Persentase
(%)

100% a\ elayana 3 erikan oleh pihak

rumah s
bahasa a
menerime ( i apa : pesar antara bahasa
pemberi inform i naka usaha pemberian

informasi slpler: 3 at mengarah kesalah

membawa hasil apa-apa, malah a bingungkan pasien. Informasi yang
diberikan adalah informasi yang selengkap-lengkapnya yaitu informasi yang
adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan dan risiko yang
dapat ditimbulkannya. Informasi yang harus diberikan adalah tentang

keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang akan dilaksanakan, baik

134 Adnani Hariza, Buku Ajar llmu Kesehatan Masyarakat, Nuha Medika, Yogyakarta, 2011, hal.
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diagnostic maupun terapeutik. Sebaiknya isi minimal dari informasi dirinci.
Leenen memberikan pendapat tentang isi dari informasi yaitu diagnosa, terapi

dengan kemungkinan alternative terapi, tentang cara kerja dan pengalaman

0| ‘v ng diberikan

likehendaki.*®®

dalam bahasa

258

adalah dengan

ar, obat jangan

™) geralah hubungi
forg

Al B Y

informasi. Dapat dikatakan informed consent adalah persetujuan berdasarkan
informasi dan pada dasarnya informed consent merupakan suatu kehormatan
terhadap hak-hak pasien sehingga dijalankan dengan penuh kesadaran dan

bukan hanya untuk mematuhi peraturan yang ada, karena para dokter

" |bid, hal. 32
38 Anny Isfandyarie, Malpraktek & Resiko Medik, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 41.
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diharapkan untuk secara lengkap memberikan informasi kepada pasien tentang
bentuk tindakan yang akan/perlu dilaksanakan dan juga risikonya.**’

Seringkali dikemukakan bahwa masyarakat di negara berkembang
kurang dapat.memutuskan-apa_yang baik-diri mereka.sehingga cenderung
untuk  menyerahkan keputusan tersebut pada dokter. Sebenarnya dokter
berkewajiban untuk menyampaikan informasi.yang lengkap dan benar tersebut
dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien Pada masyarakat maju atau
masyarakat yang sedang berkembang tetap saja pasienlah yang paling berhak
untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Tingallah kita bertanya pada
diri sendiri sudah mampukah kita memberikan informasi yang baik bagi pasien
sesuai dengan tingkat pendidikan dan sosial budaya pasien? Setiap tindakan
medik ada kemungkinan terjadinya resiko yang dapat membahayakan pasien,
maka sebelum melakukan  tindakan medik, , dokter harus menginformasikan
kepada pasien tentang efek samping yang mungkin terjadi dari tindakan yang
dilakukannya. Sehingga dalam penyampaian informasi harus ada kesamaan
bahasa atau setidaknya ada pendekatan dalam. pengertian dari orang yang
menerima informasi. Bila terdapat kesenmjangan yang besar antara bahasa
pemberi informasi dan bahasa penerima informasi, maka usaha pemberian
informasi bukan saja tidak mencapai tujuan, bahkan dapat mengarah kesalah
pengertian.’®  Untuk membuktikan hal tersebut penulis langsung
menanyakannya kepada Para Pasien tentang apakah Bapak/lbu sebelum

ditangani oleh dokter, maka terlebih dahulu diberikan penjelasan/informasi

37 Wila Chandrawila Supriadi, Op.Cit, hal. 63
'3 bid, hal. 64
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Bapak/Ibu oleh dokter tersebut. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat
dibawah ini :

Tabel IV.5

yang diperjanjikan bersama, da atan hasil (resultaat verbintenis) yaitu

suatu perikatan di mana salah satu pihak berjanji memenuhi prestasi pihak
yang lain (adanya suatu yang dijanjikan oleh salah satu pihak**®).

Pada perikatan upaya maka prestasi yang harus diberikan adalah ikhtiar,
yaitu upaya semaksimal mungkin. Dengan kata lain kedua belah pihak yang

berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang

139 Shidarta, Op.Cit, hal. 82
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diperjanjikan. Sedangkan pada perikatan hasil, yakni perjanjian bahwa pihak
yang berjanji akan memberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil yang nyata
sesuai dengan apa yang diperjanjikan.**

Menurut Hermin Hadiati, perjanjian antara dekter dengan pasien
termasuk pada perjanjian inspaningsverbintenis atau perikatan upaya,
Hubungan hukum ini tidak menjanjikan 'sesuatu (kesembuhan atau kematian),
karena obyek dari hubungan hukum itu berupa upaya dokter berdasarkan ilmu
pengetahuan dan pengalamannya (menangani penyakit) untuk menyembuhkan
pasien. Hubungan antara pasien dan dokter atau tenaga medis serta akibat
hukumnya berupa hak dan kewajiban.***

Hubungan antara pasien dengan tenaga medis khususnya dokter
berkaitan dengan kode etik dokter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
perlindungan terhadap pasien dalam hal pelayanan medis. Kode etik adalah
pedoman tingkah laku dokter. Kode etik kedokteran harus diartikan sebagai
pedoman tingkah laku bagi pelaksanaan profesi medis. Etika dalam kaitannya
dengan filsafat dapat diartikan dalam dua hal, yaitu :

a. Syarat- syarat yang diperlukan_untuk memberikan batas-batas bagi apa
yang disebut sebagai perbuatan yang benar, baik, dan apa yang disebut
sebagai summum bonum, yaitu batasan untuk sesuatu yang dikatakan baik
dan benar.

b. Etika dalam kaitannya dengan profesi tidak lain daripada suatu konsensus,
suatu kesepakatan bersama di antara pendapat para ahli dalam
menentukan hal-hal yang berhubungan dengan standar profesional. Dalam

arti yang demikian, maka etika sangat erat berkait dengan : perilaku yang
berisikan hak dan kewajiban berdasarkan perasaan moral; serta perilaku

0 Gunawan Widjaya, Op.Cit, hal. 53
! Hermien Hadiati, Hukum dan Masalah Medik. Surabaya : Erlangga, University Press, 2004,
hal. 35
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yang sesuai untuk mendukung standar profesi. Sehingga etika dapat
disebut sebagai filsafat tentang tindakan manusia.**

Adanya hubungan yang erat antara kode etik dengan tingkah laku atau

karena
a. Ber

Perjanjian adala ngan | ant ah pihak atau lebih

. Unsur ini mutlak

karena me erjanjian ini. Syarat sahnya

1) Adanya kesepakatan.
2) Kecakapan bertindak dari para pihak.
3) Ada obyek yang diperjanjikan.

4) Ada sebab yang halal.

b. Naturalia

Y2 Indriyanti Dewi dan Alexsandra, Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher,
Yogyakarta, 2008, hal. 48
143 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hal. 96
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Yaitu unsur yang melekat secara alamiah tanpa diperjanjikan secara
khusus. Misalnya dokter hendak melakukan tindakan medis terhadap

pasiennya, meskipun dalam perjanjian dokter dengan pasien tidak

Pacta Sunt Servanda (perjanjian mengikat para pihak)

c) Kebebasan Berkontrak (bebas menentukan isi perjanjian)
Selama yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hal- hal yang
melanggar hukum, etika, dan kesusilaan. Berdasarkan Hukum (ius

delict). Di sinilah berlaku prinsip barang siapa menimbulkan kerugian

14 1bid, hal. 97
%% 1hid, hal. 98
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pada orang lain, harus memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut.

Selanjutnya perjanjian sendiri dapat dirumuskan sebagai tindakan atau

perbuatan hukum yang dilakukan secara sukarela oleh dua orang /

dasarnya orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya

serta mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam

Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan mereka sebagai orang-orang yang
146.

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu=;

1) orang- orang yang belum dewasa;

148 |bid, hal. 99
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2) mereka yang berada di bawah pengampuan ; orang perempuan dalam

hal-hal yang ditetapkan oleh undang- undang dan semua orang kepada

siapa siapa undang- undang telah melarang membuat suatu perjanjian

tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif dalam perjanjian
sehingga bila syarat ini tiidak dipenuhi, maka perjanjian itu dianggap tidak
pernah lahir sehingga tidak pernah ada akibat hukumnya.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat- syarat subyektif, karena
mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedang

syarat kedua terakhir dimana syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya
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sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Selanjutnya

apabila perjanjian itu memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yang

tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka**’:

Hospital gan hukum yang
seadil-adilnya, wale 0 Neg terhadap akibat
tindakan erarti dapat pula
profesinya. Oleh

tindakan medik,

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tentang
Informed Consent harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dibawah ini:
a. Pengaturan Persetujuan atau Penolakan Tindakan Medik harus dalam

bentuk kebijakan dan prosedur (Standard operating procedure) dan
ditetapkan tertulis oleh pimpinan rumah sakit.

17 pasal 1320 KUH Perdata
%8 Hasil wawancara penulis dengan dr. Carolin, selaku Dokter Rumah Sakit Eka Hospital
Pekanbaru, pada tanggal 21 April 2021
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b. Memperoleh informasi dan penjelasan merupakan hak pasien dan
sebaliknya memberikan informasi dan penjelasan adalah kewajiban
dokter.

c. Pelaksanaan Informed Consent dianggap benar jika memenuhi
ketentuan dibawah ini persetujuan atau Penolakan Tindakan Medis
diberikan _untuk tindakan medis yang.dinyatakan secara spesifik,
persetujuan atau Penolakan Tindakan medis diberikan tanpa paksaan,
persetujuan atau Penolakan Tindakan Medis diberikan oleh seseorang
(pasien) yang sehat mental dan yang memang berhakmemberikannya
dari segi hukum, persetujuan atau Penolakan Tindakan Medis
diberikan setelah. diberikan cukup, informasi dan penjelasan yang
diperlukan.

d. Ist informasi dan penjelasan.

Yang harus diberikan Informasi dan penjelasan (adekuat) jika paling
sedikit enam hal pokok dibawah ini disampaikan dalam memberikan
informasi dan penjelasan,yaitu informasi dan penjelasan tentang
persetujuan dan prospek keberhasilan tindakan medik yang akan
dilakukan (purpose of medical **°

Dengan adanya perkembangan hubungan antara pasien dengan tenaga
kesehatan, yang kemudian mengarah kepada suatu hubungan hukum, maka
muncullah hak- hak dan kewajiban dipihak pasien dengan tenaga kesehatan.
Dasar hukum yang melandasi adanya-hak dan kewajiban tenaga atau petugas
medis adalah Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam perjanjian yang di buat oleh para
pihak secara bebas dan itu sah, maka mengikat pihak- pihak yang terkait.
Sehingga secara tidak langsung akan mengikat serta menuntut hak dan
kewajiban pihak- pihak yang terkait tersebut. Selain itu, hak dan kewajiban
tenaga/petugas medis dijabarkan secar rinci dalam UU yang mengaturnya
seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Mengingat hak dan
kewajiban dari tenaga kesehatan sangat luas, maka penulis menyebutkan akan

hak dan kewajiban dari salah satu tenaga kesehatan. Berdasarkan kuesioner

149 vusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Penerbit Buku
Kedokteran EGC, Medan 2009, hal. 62
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yang penulis edarkan kepada Para Pasien tentang Apakah hak pasien benar-
benar terpenuhi oleh tenaga medis maupun pihak rumah sakit dalam hal

penanganan pasien selama menjalani kesehatan di rumah sakit. Untuk itu

jawaban resp ita.lihat di
Jawa - t uhi oleh
tena %ﬂgﬂﬁ&f@&q ﬁrg n pasien
alani n
No. . rsentase
%)
1. | Sudah ter I %
L]
2. | Belu h 5= x 56 %
et [ f “ 1S 10, 0 %
Sumber : D han Lapangan Ta 21': '
D as } at) orang pasien
atau 40% i t h tenaga medis
NB
maupun pih ) ma menjalani dan
menerima fas rum entara sebanyak 6
(enam) orang pasi u - ien belum terpenuhi oleh
tenaga medis maupun pi hal penanganan pasien selama

menjalani dan menerima fasilitas kesehatan di rumah sakit swasta.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dokter Rumah Sakit Eka
Hospital Pekanbaru bahwa pelayanan medis yang diberikan oleh Dokter,
perawat dan tenaga medis lainnya, sudah dilakukan dengan baik dan
professional, namun tetap saja ada pasien yang mengeluhkan pelayanan

tersebut, bisa saja hal tersebut disebabkan karena faktor penyakit yang diderita
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oleh pasien yang begitu berat, sehingga menyebabkan stress atau bisa saja
karena terlalu lamanya penangangan pasien selama dirumah sakit.**°

Dokter, pasien dan rumah sakit adalah tiga subjek hukum yang terkait
dalam bidang.pemeliharaan. kesehatan. Ketiga unsur ini membentuk suatu
hubungan medik dan hubungan hukum. Hubungan yang dibentuk umumnya
merupakan objek pemeliharaan kesehatan umumnya dan pelayanan kesehatan
khususnya. Dokter dan rumah sakit berperan sebagai pemberi jasa pelayanan
kesehatan kepada pasien, sedangkan pasien berperan sebagal penerima jasa
pelayanan kesehatan. Pelaksanaan hubungan antara dokter, pasien dan rumah
sakit selalu ‘diatur dengan peraturan-peraturan tertentu supaya terjadi
keharmonisan dalam melaksanakan hubungan antar pihak.

Hubungan dokter dan pasien, hubungan dokter dan rumah sakit dan
hubungan pasien dengan .rumah sakit, dilinat dari hubungan hukumnya
merupakan saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan
pengobatan yang dikenal sebagai perikatan (Verbentenis). Pada umumnya
perikatan yang ‘digunakan sebagali hubungan. hukum diatas merupakan
perikatan ikhtiar (inspanning.verbentenis) yang merupakan upaya seoptimal
mungkin untuk mencapai pelayanan kesehatan bagi pasien yang diobati, bukan
merupakan perikatan hasil (resultaat verbentenis). Untuk melindungi pasien
dan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan dalam menghindari
pelanggaran, kelalaian terhadap kewajiban pelayanan oleh dokter yang dapat

menimbulkan kegiatan malpraktik dokter, para dokter dibekali kode etik

10 Hasil wawancara penulis dengan dr. Carolin, selaku Dokter Rumah Sakit Eka Hospital
Pekanbaru, pada tanggal 21 April 2021
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kedokteran, hukum kesehatan, hukum hak asasi manusia serta
peraturanperaturan yang mengatur praktik kedokteran.'**

Rumah sakit harus mempunyai berbagai aturan dalam melindungi

AN

jkapkan secara

o
o
r N
P
fl
o

(kesengajaan atau kelalaian) dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan,
kurangnya pengalaman dan pengertian serta mengabaikan suatu perbuatan
yang seharusnya tidak dilakukan. Apabila hal itu dilakukan oleh doker, baik

dengan sengaja maupun karena kelalaiannya dalam upaya memberikan

51 Guwandi J, Malpraktek Medik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 29
152 | edeen dan Lamintang, Pelayanan Kesehatan dan Hukum, Bandung, Bina Cipta, 2012, hal. 82
153 Bahder Johan, Op.Cit, hal. 52
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perawatan atau pelayanan kepada pasien, maka pasien atau keluarganya dapat
meminta tanggung jawab hukum pada dokter yang bersangkutan. Bentuk

tanggung jawab hukum yang dimaksud disini meliputi tanggung jawab hukum

yang optima , e ajat kese harus terus menerus

diupayaka S s dang-Undang Dasar

sehingga tidak mudah mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap
pelayanan umum. Adanya perbedaan persepsi itu memang lumrah sebagai

konsekuensi sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi bukannya tidak dapat

128



dipertemukan. Persepsi itu sendiri, sebenarnya tidak lain pemahaman atau
pengertian seseorang terhadap sesuatu hal.***

Sebagai unit terbesar pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki dua
fungsi, yaitu_kuratif dan preventif. Fungsi-kuratif lebih_bertitik berat pada
penyembuhan pasien sakit. Fungsi preventif membawa konsekuensi misi
pelayanan kesehatan adalah= meningkatkan ,daya tahan manusia terhadap
ancaman penyakit, misalnya, lewat Program Imunisasi Nasional (PIN).
Perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara dalam menjamin warga
negaranya untuk memenuhi jaminan kesehatan pada dasarnya telah diatur
secara jelas di dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak
Asasi Manusia dan Resolusi World Health Assembly (WHA) Tahun 2005.**

Deklarasi tersebut menyatakan bahwa setiap negara perlu
mengembangkan skema, . Universal = Health, Coverage (UHC) melalui
mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan
yang berkelanjutan. Lebih lanjut penerapan jaminan sosial ini perlu
diakomodasi dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Tndonesia Tahun.1945 (UUD Tahun 1945). Pasal 28H
ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat. Untuk itu dalam rangka memberikan jaminan sosial

kepada setiap warga negara, pemerintah menganggap perlu mengembangkan

™ Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: Citra
Aditya, 2009, hal. 17
15 Shidarta, Op.Cit, hal. 6
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sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat
(2) UUD Tahun 1945.%°

Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa negara

rakyat dan
al dengan
mencapai

tujuan

SNALNARALS
:

Pt
-« 4
3
S

tentang tarif maupun prosedur dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada
peraturan tersebut agar peserta tidak dipungut bila memanfaatkan haknya untuk
mendapatkan pelayanan. Sementara BPJS kesehatan telah menyiapkan petugas

disetiap Rumah Sakit agar dapat mengawal dan mendampingi serta

156 H

Ibid, hal. 7
7 Hasil wawancara penulis dengan dr. Delila Melati, selaku Kepala Bidang Penjaminan Manfaat
Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, pada tanggal 12 Mei 2021
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memberikan pelayanan kepada peserta dalam memanfaatkan haknya untuk
berobat di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.*®

Dampak penerapan JKN ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat
Indonesia, khususnya masyarakat miskin yang tidak. berobat kefasilitas
pelayanan kesehatan ketika sakit karena tidak memiliki biaya, karena
pelaksanaan JKN pada. dasarnya 'merupakan amanat UU SJSN dan
Undang ‘Undang. Nomer 24 Tahun 2011 tentang.Badan Penyelenggara
Jaminan Sesial (UU BPJS), dimana jaminan kesehatan adalah jaminan berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh pemerintah. Secara sederhana JKN yang dikembangkan oleh
pemerintah “merupakan sbagian dari SJSN, yang diselenggarakan dengan
menggunakan ~mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib
(mandatory) berdasarkan UU SJSN. Oleh karenanya semua penduduk
Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS
termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat selama enam bulan di
Indonesia dan telah membayar premi.™*

Secara fundamental Undang-undang SJSN telah mengubah kewajiban
negara dalam memberikan jaminan kesehatan menjadi kewajiban rakyat. Hak

rakyat diubah menjadi kewajiban rakyat. Konsekuensinya, rakyat kehilangan

158 Hasil wawancara penulis dengan dr. Delila Melati, selaku Kepala Bidang Penjaminan Manfaat
Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, pada tanggal 12 Mei 2021

9 pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
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haknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang seharusnya dipenuhi oleh
negara. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34
ayat (2) UUD Tahun 1945 yang mengamanahkan jaminan sosial, jaminan
kesehatan, sebagal hak warga negara yang menjadi kewajiban negara untuk
mewujudkannya. Besaran premi sendiri berbeda-beda tergantung fasilitas yang
dijanjikan oleh perusahaan-asuranst komersial. Semakin tinggi iuran (premi)
yang dibayarkan maka semakin bagus kelas pelayanan kesehatan yang akan
diperoleh peserta. Perbedaannya, kepesertaan asuransi lainnya hanya bersifat
sukarela sementara JKN ini bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah
yang dirasakan sangat membebani masyarakat, khususnya bagi masyarakat
miskin yang tidak® mampu membayar premi bulanan sehingga tidak
tertanggung dalam data pengguna BPJS, disamping sanksi administratif berupa
denda keterlambatan pembayaran premi. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan
Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), dimana konsumen berhak untuk
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujurserta tidak diskriminatif.'®°
Meskipun di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) UU SJSN, menjelaskan
bahwa iuran untuk orang miskin akan dibayar oleh Pemerintah (selanjutnya
mereka disebut sebagai Penerima Bantuan luran), hak tersebut tidak langsung
diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga, yakni dalam
hal ini BPJS, sehingga realitasnya, karena uang tersebut diambil dari pajak,

rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan diri mereka dan sesama rakyat

180 pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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lainnya. Pendek kata tidak ada yang gratis untuk rakyat. Justru rakyat wajib
membayar iuran, baik sakit maupun tidak, dipakai maupun tidak dipakali,
mereka tetap harus membayar iuran premi bulanan.*®

Perlu adanya sosialisasi_menyeluruh kepada masyarakat, mengingat
kedudukan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa JKN berhak untuk
mendapatkan informasi yang-benar, jelas,;dan jujur sesuai dengan ketentuan
Pasal 4 huruf ¢ Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Besaran premi
sendiri berbeda-beda tergantung fasilitas yang dijanjikan oleh perusahaan
asuransi komersial. Semakin tinggi iuran (premi) yang dibayarkan maka
semakin bagus kelas pelayanan kesehatan yang akan diperoleh peserta.
Perbedaannya, kepesertaan asuransi lainnya hanya bersifat sukarela sementara
JKN ini bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang dirasakan
sangat membebani masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak
mampu membayar premi bulanan sehingga tidak tertanggung dalam data
pengguna BPJS, disamping sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran premi. Hal ini tidak sesuai dengan.ketentuan Pasal 4 huruf g
Undang-Undang Nomor'8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU
Perlindungan Konsumen), dimana konsumen berhak untuk diperlakukan atau
dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. %
Meskipun di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) UU SJSN, menjelaskan

bahwa iuran untuk orang miskin akan dibayar oleh Pemerintah (selanjutnya

161 pasal 17 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
192 Hasil wawancara penulis dengan dr. Delila Melati, selaku Kepala Bidang Penjaminan Manfaat
Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, pada tanggal 12 Mei 2021
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mereka disebut sebagai Penerima Bantuan luran), hak tersebut tidak langsung
diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga, yakni dalam
hal ini BPJS, sehingga realitasnya, karena uang tersebut diambil dari pajak,
rakyat diwajibkan membiayai.layanan kesehatan diri mereka dan sesama rakyat
lainnya. Pendek kata tidak adayang gratis untuk rakyat. Justru rakyat wajib
membayar iuran, baik sakit-maupun -tidak; .dipakal maupun tidak dipakali,
mereka tetap harus membayar iuran premi bulanan. Oleh karena itu perlu
adanya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, mengingat kedudukan
masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa JKN berhak untuk mendapatkan
informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Beberapa polemik atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap pasien peserta BPJS misalnya Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) tidak mengganti seluruh klaim kesehatan seperti fasilitas
sebelumnya seperti Jamkesmas dan Jamkesda karena diberlakukannya JKN
tersebut, berimbas pada dihapuskannya jaminan persalinan (jampersal),
turunnya mutu pelayanan baik. dari. segi.pemeriksaan hingga pemberian obat
maupun pelaksanaan rawat inap. Program JKN ini mengharuskan masyarakat
untuk membayar premi atau iuran kepada BPJS. 3

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (PP Jaminan Kesehatan), yang dimaksud dengan iuran

jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh

163 Hasil wawancara penulis dengan dr. Hendra Setiawan, selaku Dokter Rumah Sakit Eka
Hospital Pekanbaru, pada tanggal 27 April 2021
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peserta, pemberi Kkerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan
kesehatan.'® Penegasan untuk membayar sejumlah iuran jaminan kesehatan

telah diatur secarajelas di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40

OQ‘

mendaftarkan dirinya de

kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Keharusan
membayar iuran merupakan bagian dari penerapan prinsip asuransi sosial dan

prinsip ekuitas dalam jaminan kesehatan.*®®

184 pasal 1 angka 13 PP Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

185 pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional

166 pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional

135



Pasal 19 ayat (1) UU SJSN menegaskan bahwa jaminan kesehatan
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip
ekuitas. Lebih lanjut yang dimaksud dengan prinsip asuransi sosial menurut
Pasal 1 angka.3'UU SJSN, adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat
wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial
ekonomi yang menimpa_peserta’ danfatau ,anggota keluarganya. Sementara
prinsip’ ekuitas dimaknai bahwa setiap peserta yang membayar iuran akan
mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan.

Hal inilah yang menjadi polemik di masyarakat, karena dianggap
membebani masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak mampu
membayar premi secara rutin. Bahkan apabila terlambat-membayar premi
tersebut, peserta tidak akan diberikan layanan sebagaimana mestinya dan dapat
dikenai denda administrative sebesar 2% per bulan dari total iuran yang
tertunggak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) PP.Jaminan Kesehatan.
Polemik ini semakin menguat ketika dihadapkan dengan amanat UUD Tahun
1945 bahwa jaminan sosial seperti jaminan  kesehatan merupakan suatu
tanggung jawab negara tanpa . diskriminasi sehingga memungkinkan
pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.'®’

Hal itulah yang terjadi pada Rumah Eka Hospital di Kota Pekanbaru
dimana kendala-kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru
dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan yaitu

masih sering dikeluhkan oleh peserta adanya tarikan atau obat disuruh diambil

87 Hasil wawancara penulis dengan dr. Felly, selaku Dokter Rumah Sakit Eka Hospital
Pekanbaru, pada tanggal 21April 2021
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diluar rumah sakit dengan biaya pribadi, hal ini karena di beberapa rumah sakit
masih terjadi kendala dalam pengadaan obatnya seperti pada Rumah Sakit

Sakit Eka Hospital Pekanbaru.

Hospital dalam

obatan, kamar perawata g pat tidur. Hal sering dikeluhkan
pasien lainnya yaitu masih adanya obat-obatan yang tidak tersedia di Apotek
Rumah Sakit Eka Hospital dan tidak ditanggung BPJS sehingga obat harus

tetap membeli di apotek luar.'®°

188 Hasil wawancara penulis dengan dr. Carolin, selaku Dokter Rumah Sakit Eka Hospital
Pekanbaru, pada tanggal 21 April 2021

Hasil wawancara penulis dengan dr. Felly, selaku Dokter Rumah Sakit Eka Hospital

Pekanbaru, pada tanggal 21 April 2021
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Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak
setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, krisis
moneter yang terjadi sekitar Tahun 1997 telah memberikan andil meningkatkan
biaya kesehatan berlipat ganda, sehingga.menekan akses. penduduk, terutama
penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan. Hambatan utama pelayanan
kesehatan masyarakat miskin| adalah- masalah pembiayaan kesehatan dan
transportasi. Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan pelayanan
kesehatan ~yang mendorong peningkatan biaya kesehatan, diantaranya
perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran,
pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket, dan subsidi
pemerintah.untuk semua lini pelayanan, disamping inflasi di bidang kesehatan
yang melebihi sector lain. Dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan perubahan
yang mendasar bagi perasuransian di Indonesia khusunya Asuransi Sosial
dimana salah satu program jaminan sosial adalah jaminan kesehatan.'”

Rumah Sakit Eka Hospital yang ada di Kota Pekanbaru juga memiliki
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan di Rumah Sakitnya
kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan ada perjanjian khusus antara
Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Swasta terhadap pelaksaan JKN BPJS
Kesehatan. Jadi hak dan kewajiban Rumah Sakit Eka Hospital sebagai Rumah
Sakit Swasta dalam pelaksanaan JKN BPJS Kesehatan di sesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi administratif yang bisa

70 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pada tanggal 18
April 2021
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diberikan oleh Dinas Kesehatan apabila Rumah Sakit Swasta tidak melakukan

pelayanan dengan baik adalah melalui surat teguran. Dalam Pasal 19 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dinyatakan bahwa jaminan kesehatan

meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jaminan sosial adalah pilar dasar
untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah suatu kondisi
tercapainya keamanan sosial-ekonomi yang berdasarkan  asas-asas
kemanusiaan, manfaat dan keadilan untuk mewujudkan negara kesejahteraan

(welfare state). Untuk tercapainya keamanan sosial-ekonomi diperlukan

™ 1bid, hal. 75
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jaminan sosial, yaitu sistem proteksi dasar bagi seluruh warga-negara terhadap
peristiwa-peristiwa sosial-ekonomi yang dapat menimbulkan kemungkinan
hilangnya pekerjaan dan atau hilangnya penghasilan.!’

Implementasi jaminan.sosial secara-efektif diperlukan sistem jaminan
social nasional (SJSN), vaitu suatu tata-kelola penyelenggaraan program
jaminan sosialsecara wajib, yang. -berdasarkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 dengan mekanisme pemusatan risiko (pooling of risk) untuk
keperluan redistribusi sumber-sumber yang diperlukan ke seluruh wilayah
Indonesia. Negara dan jaminan sosial adalah komponen yang menyatu dengan
sistem perlindungan sosial. Komponen komponen negara yang meliputi
rakyat, pemerintah, parlemen dan yudikatif pada prinsipnya memerlukan
sistem jaminan sosial untuk mencapai keamanan sosial ekonomi, yaitu suatu
kondisi terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesempatan-kerja dan prasarana
untuk berusaha mandiri guna menunjang penyelenggaraan SJSN secara
efektif.!’®

Keberhasilan upaya kesehatan tergantung pada ketersediaan sumber
daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan
mutu yang memadai. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang
diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah dalam
penyelenggaraannya juga menetapkan asuransi kesehatan dalam upaya

membantu pengobatan bagi Pegawai Negeri, Pensiunan beserta keluarganya di

Feriawati, dkk, Faktor-Faktor Keterlambatan Pengeklaiman BPJS di Rumah Sakit
Bhayangkara, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 35

13 Noviatri, L. Wahyu dan Sugeng, Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyerahan Klaim
BPJS di RS Panti Nugroho. Jurnal Kesehatan VVokasional. Vol. 1 No.1-Oktober 2016, hal. 14
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Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta. Rumah sakit sebagai
sarana dapat memberikan jaminan ketersediaan, kelengkapan jaringan
pelayanan yang dibutuhkan serta respresentatif terhadap domosili pesertase
hingga cepat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan
indikasi medis. Rumah sakit adalah suatu lembaga dalam rantai Sistem
Kesehatan Nasional yang.mengembangkan ;tugas pelayanan kesehatan untuk
seluruh. 'masyarakat.” Oleh sebab itu, setiap orang.berhak mendapatkan
pelayanankesehatan dan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.*’
Penyelenggaraan  rumah  sakit  sesuai  dengan  peraturan
perundang undangan yang ada, dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun
swasta/masyarakat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan
bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. Rumah sakit
diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan,
etika dan profesionalitas, manfaat. Namun beberapa kendala yang ada terjadi
di Rumah Sakit Swasta terkhusus pasien. JKN BPJS Kesehatan adalah kendala
yang datang dari diri pasien itu sendiri. Sebagai wilayah yang masih
didominasi oleh penduduk pendatang kendala yang dialami adalah banyaknya
peserta JKN BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaranya. Sehingga ketika
akan menggunakan asuransi JKN BPJS Kesehatan untuk pengobatannya,

peserta harus melunasi terlebih dahulu tunggakannya. Keterlambatan

1% 1pid, hal. 15
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pembayaran ini juga bukan karena rendahnya kesadaran peserta JKN BPJS

Kesehatan akan kewajibannya, melainkan tidak ada kesadaran masyarakat

untuk membayar iuran BPJS Kesehatan mereka.

2014 Tentang
dalam upaya

inan kesehatan

dengan kerjasama yang baik diantara pejabat yang berwenang dan
terkait, berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku
sehingga permasalahan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya

d) Efektif dan efisien, penanganan keluhan masyarakat harus

dilaksanakan secara tepar sasaran , hemat tenaga, waktu dan biaya

7> pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional
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e) Akuntabel, proses penanganan keluhan masyarakatdan tindaklanjutnya

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

asyarakat

tindak

paikan melalui
gertian pasien
bukan karena

itu diperlukan

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Apabila terjadi masalah antara peserta dengan fasilitas kesehatan atas

pelayanan yang diberikan tidak memuaskan maka peserta dapat

mengajukan pengaduan keluhan kepada fasilitas kesehatan yang

78 Junaidi Edd, Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
2011, hal. 18
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bekerjasama dengan BPJS maka sebaiknya diselesaikan oleh para pihak
secara musyawarah. Jika keluhan tidak dapat diselesaikan maka dapat

diteruskan ke jenjang selanjutnya yaitu ke BPJS Kesehatan setempat, Tim

2.
:
esie

RINATN

e

pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian ke pengadilan.
b. Melalui Litigasi

Jalur litigasi merupakan jalur penyelesai sengketa melalui pengadilan.
Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalu

perdata dan jalur pidana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sengketa

7 pasal 64 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran

144



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

medik yang diselesaikan melalui jalur perdata adalah untuk mendapat ganti

rugi dari tenaga kesehatan atau rumah sakit akibat kesalahan atau kelalaian

yang mereka lakukan. Sedangkan jalur pidana hanya dapat ditempu apabila

178 Soejami, Op.Cit, hal. 25
17 pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

terpenuhinya sarana dan g esuai dengan standar yang berlaku
seperti ruangan, kelas, tempat tidur, alat kesehatan dan pelayanan
penunjang lainnya karena keterbatasan dana yang ada. Masih belum
terpenuhinya/tersedianya obat dan bahan medis habis pakai yang
dibutuhkan. Lamanya proses persetujuan operasi/ tindakan dari pihak
BPJS dan Tidak semua tindakan perawatan atau pengobatan yang dicover

oleh BPJS.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menetapkan saran

sebagai berikut :

1. Kepada R

g\‘%\f\‘\

. &
<>
£
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